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RINGKASAN

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah: Bagaimana Rancangan Model
Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan
Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur? Secara teoritis KDRT terjadi karena
adanya ketidakadilan jender dan secara teoritis ketidakadilan jender bisa
diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni : marjinalisasi
(proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan
negatif (stereotype), kekerasan (violence), dan beban kerja ganda (double
burden). Untuk mengkaji secara komprehenship dan holistik maka penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif Socio legal research (Afdol, 2008: 11)

Model yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perlunya adanya
program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga,
peningkatan penididikan, Sosial maupun Budaya. Untuk memberdayakan
keluarga tersebut diperlukan adanya sinergisitas SKDP muapun semua piahak
termasuk LSM, tokoh masyarakat serta semua pejabat pemerintah dari tingkat
kabupaten/kota sampai pada ringkat desa termasuk TR/RW. Untuk
mengimplementasikan model tersebut maka pemerintah Sidoarjo mengambil
langkah-langkah strategis melaui : (1) Memberdayakan keluarga dalam
penyadaran dan pembelajaran sejak dini mengenai hak-hak perempuan dan
anak agar mereka mampu bersaing tanpa harus dibeda-bedakan:(2)
Membangun sinergisitas dengan legislatif agar setiap penyusunan peraturan
daerah memperhatikan muatan kepentingan Kkesejahteraan keluarga.(3)
Memberdayakan potensi budaya lokal agar terjalin keharmonisan keluarga (4)
Memperkuat koordinasi, sinkronisasi antara seluruh SKPD dan pihak terkait
dalam upaya penanggulangan KDRT (5) Membangun jejaring kerjasama
semua pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta untuk berperan aktif
mewujudkan keluarga harmonis.

Dalam penelitian ini disarankan (1) Masih perlu terus untuk dilakukan
sosialisasi ke masyarakat terutama kepada masyarakat kelas bawah yang secara
sosial ekonomi, serta dikalangan perempuan dan anak yang rantan terhadap
tindak pidana KDRT. (2) Perlu adanya skala prioritas dalam memberdayakan
masyarakat untuk mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan terutama
KDRT. Skala prioritas tersebut adalah program yang berkaitan dengan faktor-
faktor yang menjadi pemicu tingginya angka tindak pidana KDRT. Dalam
melaksanakan program tersebut perlu adanya berbagai pendekatan baik hukum,
sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, maupun agama (3) Apa yang
telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dipakai sebagai pilot
Projet bagi kabupaten/pemerintah kota lainnya di Indonesia; sehingga dapat
diharapkan secara simultan dan konstruktif tindak KDRT semakin lama akan
semakin menurun. ' '

Key Word: Gender, Model
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SUMMARY

In this study formulated the problem: How to Plan Family Empowerment
Model For Preventing Domestic Violence in East Java? Theoretically, domestic
violence occurs because of gender inequality and gender inequality could
theoretically be identified through various manifestations of injustice, namely:
marginalization (the process of economic impoverishment), subordinated (assuming
no significant), negative labeling (stereotypes), violence (violence), and
workload double (double burden). To assess the holistic komprehenship and this
study used a qualitative approach Socio Legal Research (afdol, 2008: 11)
The model presented in this study is the need of the programs related to family
economic improvement, improvement penididikan, Social and Cultural Rights. To
empower the family needed the synergy SKDP side or all party including NGOs,
community leaders and all government officials from the district / city to the village
ringkat including TR / RW. To implement the model is the government's Sidoarjo
take strategic measures through: (1) Empowering families in early learning and
awareness about the rights of women and children so that they can compete without
having to be differentiated. (2) Building a synergy with the legislature to each
charge of drafting local regulations consider the interests of family welfare. (3)
Empower local cultural potential in order to knit the family harmony (4)
Strengthening the coordination, synchronization between all SKPD and
stakeholders in the response to domestic violence (5) Building a network of
cooperation of all parties including government, community private, to actively
realize the harmonious family. In this study suggested (1) Still need to continue to
do socialization into the community, especially to lower-class communities that are
socio-economic, as well as among women and children who rantan on criminal acts
of domestic violence. (2) There needs to be priorities in empowering communities
to reduce the occurrence of criminal violence, especially domestic
violence. Program priorities are related to factors that trigger high rates of domestic
violence crimes. In implementing these programs need a different approach to both
legal, social, economic, educational, health, culture, and religion (3) What has been
done by the government's Sidoarjo district can serve as a pilot projet for districts /
municipalities in Indonesia; so as to expected to simultaneously and constructive
acts of domestic violence will decrease the longer.

Key Word: Gender, Model
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ABSTRAK

Model yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perlunya adanya
program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga,
peningkatan penididikan, Sosial maupun Budaya. Untuk mengimplementasikan
model tersebut maka pemerintah Sidoarjo mengambil langkah-langkah strategis
melaui : (1) Memberdayakan keluarga dalam penyadaran dan pembelajaran
sejak dini mengenai hak-hak perempuan dan anak agar mereka mampu bersaing
tanpa harus dibeda-bedakan.(2) Membangun sinergisitas dengan legislatif agar
setiap penyusunan peraturan daerah memperhatikan muatan kepentingan
kesejahteraan keluarga.(3) Memberdayakan potensi budaya lokal agar terjalin
keharmonisan keluarga (4) Memperkuat koordinasi, sinkronisasi antara seluruh
SKPD dan pihak terkait dalam upaya penanggulangan KDRT (5) Membangun
jejaring kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta untuk
berperan aktif mewujudkan keluarga harmonis. Dalam penelitian ini disarankan,
masih perlu terus untuk dilakukan sosialisasi ke masyarakat terutama kepada
masyarakat kelas bawah yang secara sosial ekonomi, serta dikalangan
perempuan dan anak yang rantan terhadap tindak pidana KDRT. Perlu adanya
skala prioritas program yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi
pemicu tingginya angka tindak terutma program pemberdayaan ekonomi
keluarga ataupun perempuan. Model dalam penelitian ini dapat dipakai sebagai
pilot Projet bagi kabupaten/pemerintah kota lainnya di Indonesia; sehingga
dapat diharapkan secara simultan dan konstruktif tindak KDRT semakin lama
akan semakin menurun

Key Word: Gender, Model
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ABSTRACT

The model presented in this study is the need of the programs related to

“family economic improvement, improvement penididikan, Social and Cultural

Rights. To implement the model is the government's Sidoarjo take strategic
measures through: (1) Empowering families in early learning and awareness
about the rights of women and children so that they can compete without having
to be differentiated. (2) Building a synergy with the legislature to each charge of
drafting local regulations consider the interests of family welfare. (3) Empower
local cultural potential in order to knit the family harmony (4) Strengthening the
coordination, synchronization between all SKPD and stakeholders in the
response to domestic violence (5) Building a network of cooperation of all
parties including government, community private, to actively realize the
harmonious family. In this study suggested, still need to continue to do
socialization into the community, especially to lower-class communities that are
socio-economic, as well as among women and children who are vulnerable to
criminal acts of domestic violence. It needs a program priorities relating to the
factors that trigger high rates of follow-terutma program family or women's
economic empowerment. The model in this study can be used as a pilot projet
for districts / municipalities in Indonesia; so it can be expected. to
simultaneously and constructive acts of domestic violence will decrease the
longer

Key Word: Gender, Model
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PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan laporan kegiatan penelitian ini dapat
diselesaikan. _

Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang sangat
komplek yang terjadi di masyarakat Indonesia. Untuk mengurai kekomplekan perlu
adanya kajian yang mendalam, sehingga hasilnya dapat dipakai untuk menemukan
titik awal dari mana seharusnya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT). Pemberdayaan terhadap aparat kepolisian, dinas terkait dan
masyarakat merupakan kunci utama. Hal ini penting dilakukan mengingat keluarga
adalah inti dari masyarakat.

Dengan selasainya penelitian ini perkenankan kami ucapkan terima kasih
kepada Rektor Unair yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk
melakukan kegiatan ilmiah berupa penelitian, terima kasih pula kepada ketua
Lembaga Penelitian Universitas Airlangga dan Dekan fakultas Hukum yang telah
memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan penelitian, karena
penelitian ini tidak akan terselenggara tanpa adanya suatu kerja sama dan bantuan
dana. Terima kasih pula kami ucapkan kepadaq semua pihak yang terlibat dalam
penelitian ini dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan serta
dapat mendorong semua pihak untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Tentunya penelitian ini banyak kekurangan sehingga kami sangat
menghrapkan kritik yang akan dapat memperbaiki penelitian ini. Sebelumnya tak
lupa kami ucapkan banyak terima kasih.

Surabaya,  Oktober 2011

Tim Peneliti
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BABI
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sejak pengesahan UU KDRT kasus yang ditangani melonjak hampir 4 kali
lipat, pada tahun 2007 sebanyak 25.522 kasus sedangkan tahun 2003 hanya 7.787.
(Jawa Pos, 9 Maret, 2008: 3) 75 % korban adalah iétri (http://www.mail-archive.)
Tentu masyarakat tidak akan lupa penderitaan Siti Nur Jazila (Lisa) yang wajahnya

hancur karena disiram air keras yang diduga dilakukan suaminya sendiri. (Melani,
2006)

Dalam pasal 11 Undang-undang no. 23 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) ¢
menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
Juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun demikian justru kasus KDRT
meningkat hal ini menunjukkan bahwa upaya selama ini belum efektif sehingga
harus dicarikan alternative atau cara lain yang lebih efektif untuk menekan tingginya
angka KDRT. |

Penanganan KDRT yang masih berorientasi pada penanganan pasca terjadinya
KDRT (upaya kuratif) harus diubah menjadi berorientasi pada pencegahan
terjadinya KDRT (upaya Preventif). Upaya kuratif selain dinilai sudah terlambat
karena semua pihak yang terlibat akan mengalami kerugian baik materiil maupun
nonmateriil bahkan tidak jarang barakhir pada perceraian maupun sipelaku
dipenjara. ‘

. Untuk itulah diperlukan adanya penelitian yang mengkaji Rancangan Model
Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya KDRT. Dengan temuan
penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan adanya pola yang tepat untuk
memberdayakan keluarga sehingga KDRT dapat dicegah sejak dini.

Secara teoritis KDRT terjadi karena adanya ketidakadilan jender dan secara
teoritis ketidakadilan jender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi
ketidakadilan, yakni : marjinalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi

(anggapan tidak penting), pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (violence), dan

1
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beban kerja ganda (double burden). Inilah kriteria yang menjadi acuan kaum feminis
dalam melihat secara kritis setiap aturan sosial tentang relasi laki-laki dengan
perempuan, termasuk yang lahir dari doktrin agama. (Acep Sugiri : 2004)

Untuk mengkaji secara komprehenship dan holistik maka penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif Socio legal research (Afdol, 2008: 11) Dengan
pendekatan ini diharapkan akan diperoleh hasil penelitian sesuai  dengan
perkembangan fakta-fakta di lapangan, yang dikaji secara komprehenship dan
holistik.

1.2. Rumusan Masalah
Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang masalah dan sebagai tindak
lanjut dari penelitian sebelumnya maka perumusan masalah menjadi sangat penting

sebagai kajian lebih lanjut. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah:

1. Faktor-Faktor Apakah Yang Melatarbelakangi Tindak Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2. Upaya Apakah Yang Perlu Dilakukan Pemerintah Untuk Mencegah
Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Yang Bagaimana Untuk
Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

LAP-ORAN PENELITIAN Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga arwirini
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BABII
STUDI PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan KDRT selami ini masih lebih banyak
memfokuskan pada upaya kuratif dari pada pendekatan preventif. Untuk itu
diperlukan adanya paradigma baru dalam mengkaji adanya KDRT paradigma baru
tersebut lebih  memfouskan pada Pencegahan terjadinya KDRT  daripada
penanganan KDRT yang sudah terjadi.

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan secara lebih komprehenship -
dan holistik yang mefokuskan pada upaya pencegahan terjadinya KDRT. Penelitian
ini mengkaji masalah yang berkaitan dengan bagaimana memberdayakan keluarga
agar dapat mendeteksi sejak dini gejala-gejala yang dapat memicu terjadinya KDRT.
Yang perlu diberdayakan bukan hanya perempuan akan tetapi juga laki-laki dalqm
hal ini adalah suami serta anak dan anggota keluarga lainnya yang juga mempunyai
andil terhadap terjadinya KDRT. Penelitian yang demikian selama ini belum banyak
dilakukan dan berikut dikemukakan hasil penelitian terdahulu oleh peneliti
sebelumnya sebagai berikut :

Hasil penelitian (Nuswantari, 2006: 49) Implementasi perlindungan hukum
terhadap perempuan korban kekerasan belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004
karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi (a) belum adanya petunjuk teknis
pelaksnakan perlindungan hukum, (b) adanya perundang-undangan lain yang belum
merefleksikan keadilan bagi perempuan (c) aparat hukum yang masih bias jender (d)
kultur hukum masyarakat masih bias jender dan patriakhi

Penelitian (Dewi Amartani, 2007:47) Pola pencegahan perceraian pada 7
keluarga wanita karier adalah (1) Konsep falsafah Rumahku Syurgaku, (2) Membina
Kebahagiaan, (3) Membina intelektualitas dan meningkatkan ilmu pengetahuan (4)
Mewujudkan suasama penghayatan agama dalam keluarga (5) Memperkokoh dan
menjaga ekonomi keluarga (6) Menjaga keserasian dan keindahan dalam rumah

tangga (7) Berkomunikasi secara baik (8) Memupuk kasih sayang dalam keluarga
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Penelitian (Ika Saimima : 2007: 601) KDRT terjadi karena banyak faktor
diantaranya karena ideologi dan culture, yang munculr karena transformasi
pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Misalnya masalah hubungan anak
dengan orang tua, hubungan suami dengan istri bisa menjadi masalah yang dapat
menimbulkan KDRT karena adanya perubahan-perubahan pola interkasi

Penelitian (Muhammad Fadeli, 2007:20) Dinamika perkembangan masyarakat
mengkibatkan problem rumah tangga semakin pelik, sehingga fenomena KDRT
memerlukan penanganan yang holistik. Sedangkan. akar persoalan kekerasan
terhadap perempuan adalah dominasi laki-laki , sehingga kekerasan seringkali
digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, menyatakan rasa tidak
puas.

Penelitian (Muhammad Fadeli, 2007:20) menyimpulkan dinamika
perkembangan masyarakat mengkibatkan problem rumah tangga semakin pelik,
sehingga fenomena KDRT memerlukan penaganan yang holistik. Sedangkan akar
persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah dominasi laki-laki, sehingga |
kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat,
menyatakan rasa tidak puas.

Penelitian (Dyah Eko Setyowati, 2006:115) kedudukan wanita dalam

masyarakat ditandai oleh masih adanya kesan yang kuat tentang peran wanita yang

2.2,

lebih rendah dibanding pria maka dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga
maupun di masyarakat wanita masih kurang pegang peranan. Waluapun wanita telah

membantu dalam tegaknya ekonomi rumah tangga cukup besar.

Diskriminasi Gender Dan KDRT 7
Ada lima Dbentuk-bentuk diskriminasi gender (http://situs.kesrepro.info)

(1)Marginalisasi (peminggiran). Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi.
Misalnya banyakFZmXYM hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus,
baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. (2)

Subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa RO lemah, tidak mampu
memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibafkan 'Per‘zmmjadi nomor dua
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setelah laki-laki (3)  Stereotip (citra buruk) yaitu pandangan buruk terhadap
perempuan. Misalnya perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur, jalang dan
berbagai sebutan buruk lainnya. (4) Violence (kekerasan), yaitu serangan fisik dan
psikis. Perempuan, pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait
dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip diatas. Perkosaan, pelecehan
seksual atau perampokan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan. (3)
Beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan
terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil,
melahirkan, menyusui, jﬁga harus menjaga rumah. Disamping itu, kadang ia juga ikut
mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas
dan tanggung jawab diatas.

Hal-hal inilah yang dapat memasung kebebasan kaum perempuan, baik
kebebasan berkehendak, berpikir dan berbuat yang semestinya menjadi hak asasi
setiap insan. Perempuan terkekang dan tunduk di bawah kekuasaan kaum lelakit
Kondisi inilah yang menyentuh hati Qasim dan mendorongnya untuk berjuang de;ni |
melakukan pembaruan sosial ke arah yang lebih “memanusiakan” manusia. Qasim
sadar bahwa fenomena seperti ini merupakan salah satu sebab utama keterbelakangan

dan kejumudan masyarakat Islam di Arab.( Anisia Kumala Masyhadi, 2002)

Sedangkan kekerasan perempuan dapat terjadi dalam  bentuk:
(http://situs.kesrepro.info/gendervaw/referensi2.htm) (a) Tindak kekerasan fisik
(b) Tindak kekerasan non-fisik (c) Tindak kekerasan psikologis atau jiwa Adalah

kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku
kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau
anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan

fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.
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2.3. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak KDRT Dalam Keluarga

Dari sisi mikro keluarga, berbagai faktor bisa jadi penyebab terjadinya
KDRT adalah (http://ronawajah.wordpress.com/2007/) :

Pertama, keteladanan perilaku orang tua yang kurang dalam hal sifat yang bijak,
santun, kasih sayang dan setia pada isteri atau suami serta sesama anggota keluarga.

Bahkan seringkali kita dengar terjadinya kenakalan orang tua.

Kedua, kepemimpinan otoriter : orang tua dalam mengasuh anak dan membimbing
isteri dengan cara memaksakan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan

kedaulatan isteri dan anak untuk berpendapat.

Ketiga, rendahnya dalam pemahaman fungsi masing-masing anggota keluarga antara
lain karena rendahnya faktor silaturahim dan pendidikan sehingga sering terjadi
konflik.

Keempat, unsur keegoan sehingga sering muncul sifat ingin menang dan bepa_r
sendiri yang lebih dominan ketimbang saling pengertian. Disini bisa jadi wibawa |

orang tua menjadi lemah karena tidak mampu menjadi panutan atau penengah.

Kelima, rendahnya interaksi; kesibukan masing-masing anggota keluarga di luar
rumah yang begitu tinggi menyebabkan kesempatan untuk berinteraksi positif akan
semakin rendah. Mereka mengalami kesulitan dalam merangkai kebersamaan satu
rantai kehidupan yang harmonis.Dalam situasi konflik keluarga di atas dengan
beragam dimensinya maka tidak ada jalan lain kecuali keluarga kembali pada ajaran
illahi

Dalam studi empiris menjelaskan ada beberapa preferensi yang berkembang
atas kombinasi karier-keluarga. Faktor-faktor lingkungan secara luas memberikan
penjelasan atas fenomena preferensi karier-keluarga Permasalahan  wanita
berkeluarga yang bekerja syarat dengan wacana, terutama dari segi agama dan
budaya dan wanita lebih cenderung mewamai pola pikir dan tingkah lanku bagi
anak-anak dan angota keluarag (Imron Widiastuti :122) Ketika budaya kuasa laki-
laki terhadap peempuan masih dirasakan dominan di satu sisi dan kemiskinan di sis

lain menjadikan perempuan harus patuh terhadap suami. (Endi Djunaedi, 2006:26)
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Ada tiga penyebab utama diskriminasi terhadap perempuan, yaitu yang
sifatnya  kultural (adat, reinterpretasi agama), sistemik (persoalan institusi
pengambilan kebijakan yang tidak responsif), dan kombinasi faktor kultural dan
sistemik. (Ani Soetjipto:2006 ) Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu
terjadi karena banyak faktor. Tetapi, menurut saya, faktor terpenting adalah soal
ideologi dan culture (budaya-Red), di mana perempuan cenderung dipersepsi sebagai
orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Jadi, persoalan kultur
semacam itu ada di benak manusia dan direfleksikan dalam bentuk perilaku.
Akibatnya, bisa kita lihat. Istri sedikit saja mendebat suami, mendapat aniaya.,

Pendidikan , ekonomi , dominasi (Adi Prinantyo, Http://Www. Kompas)

Budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki dalam posisi paling benar,
sebagai pemimpin, tidak pernah salah, sementara istri adalah yang dipimpin, selalu
kurang pengetahuannya dibandingkan suami, dalam kehidupan sosial turut
menyumbang kasus KDRT. Seolah-olah sesuatu yang wajar bila perempuan.
mendapat kekerasaﬁ dari suami dengan alasan "mendidik" istri. Malah sengketa
suami-istri itu sampai pada Jurang perceraian dan sempat diadukan ke RPK Polda
NTB. (hitp://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/ 17)

Empat Pola konflik peran gender diartikan : (1) Sukses; hal ini berkaitan

dengan kekhawatiran yang menentap tentang keberhasilan, kemampuan, kegagalan
status, mobilitas ke atas kesejhatan serta keberhasilan (2) Restrictive emosionality,
mdmiliki kesulitan dan ketakutan-ketakutan dalam mengekpresikan perasaannya
dan kesulitan menemukan kata-kata untuk mengekspresikan emosi-emosi yang
mendasar (3) Restrictive Affectionate Behavior Between Man, Memiliki cara-cara
yang terbatas  dalam mengekpresikan perasaan-perasaan  dan pemikiran-
pemikirannya dengan orang lain dan sulit menyentuh laki-laki lain. (4) Konflik
antara pekerjaan dan hubungan keluarga, Mengalami kesulitan dalam mengimbangi
pekerjaan-pekerjaan dan hubungan keluarga, yang mengakibatkan stress, kesehatan,
kelebihan kerja, dan ketidakmampuan untuk bersenang-senang dan relaks. ( Meutia
Nauly,2006: 6)
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2.4. Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya
Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok
rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang
memungkinkan  mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh
barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam
proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka ( Juni
Thamrin, 2006:179)

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan.

(http://www kalteng.go.id/indo) (1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perempuan
yang mempunyai kemampuan dan kemauan guna kemandirian, dengan bakal
kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan.(2)
Terciptanya gerak langkah yang terpadu dan harmonis antara sektor dan sub sektor
pemerintah, organisasi (kemasyarakatan dan politik), LSM, tokoh dan pemuka
masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan. (‘3)‘
Mengoptimalkan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan
perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (4) Berkembangnya upaya lembaga pemerintah,
swasta dan organisasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender disegala bidang
Terdapat tiga fase dalam lingkaran kekerasan terhadap istri dalam rumah
tangga, yaitu: (1) fase pertama: fase tegang/ketegangan yang meningkat; (2) fase
kedua: fase akut/penganiayaan akut; (3) fase ketiga: keadaan tenang/fase bulan madu,
yaitu adanya permintaan maaf dan kembali menjadi mesra.( Anna Sakreti , 2004)
Teori feminis liberal meyakini bahwa masyarakat telah melanggar nilai
tentang hak kesetaraan terhadap wanita. Gerakan utama feminis liberal tidak
mengusulkan perubahan struktur secara fundamental, melainkan memasukan wanita
ke dalam struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki, yang
ihtinya adalah: (a) Memfokuskan pada perlakuan yang séma terhadap wanita di luar,
dari pada di dalam, keluarga (b) Memperluas kesempatan dalam pendidikan

dianggap sebagai cara paling efektif melakukan perubahan sosial ( ¢) Pekerjaan-
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pekerjaan “wanita” dipandang sebagai pekerjaan tidak terampil yang hanya
mengandalkan tubuh, bukan pikiran rasional (d) Perjuangan harus menyentuh
kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan perwakilan wanita
di ruang-ruang publik. Para feminis melalui liberal aktif memonitor pemilihan
umum dan mendukung laki-laki yang memperjuangkan kepentingan wanita. (e)
Feminis liberal cenderung lebih sejalan dengan model liberalisme kesejahteraan atau
egalitarian yang mendukung sistem kesejahteraan (welfare state) dan meritokrasi (

Edi Suharto, http://www.policy.)

Untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, banyak faktor-faktor
yang harus diperhatikan. ( Sukmana, 2006) ( 1) Peran masing-masing anggota
keluarga, (2) Empati (menempatkan diri pada posisi orang lain, (3) Pengalaman
Hidup, (4.) Adat istiadat, (5.) Tujuan Keluarga, (6) Anggaran pendapatan dan
belanja keluarga, (APBK) (7). Hubungan (komunikasi)
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Rancangan Model proses abusive terhadap perempuan
( Worell dan Remer, 1992)

MASYARAKAT

Faktor-faktor struktural

KORBAN

faktor-fak&)r berkait dengan
posisi dalam masyarakat

o Seksisme dalam masyarakat o Ketidak cukupan secara ekonomi atau
¢ Norma-norma kekerasan dalam masyarakat rendahnya dukungan sosial
+ Norma-norma budaya dalam perkawinan e Stigma terhadap perceraian
o Struktu keluarga yang patriarkhis ¢ Kurangnya bantuan dari masyarakat
o Hukuman fisik pada anak ¢ Kurangnya dukungan bantuan pada anak
o Maskulinitas diasosiasikan dengan kekerasan ¢ Lemahnya status hukum

dan kekuasaan ¢ Lemahnya penegakan hukum

[ ]

» Mitos tentang hubungan-hubungan yang Tanggungjawab dari peran ibu/istri

diwarnai aniaya

Penganiaya
| Faktor-faktor penentu

l v

Faktor-faktor yang berkait dengan
¢ Pengalaman masa lalu: .
mengalami/menyaksikan kekerasan penganiayaan
¢ Ideologi peran seks yang konvesional o
o Kebencian terhadap perempuan * Intimidasi
| « Ketergantungan obat * Ancaman-ancaman
¢ Mempersepsikan adanya ketidak imbangan * Pemaksaan
kekuasaan ¢ Perendahan
» Kemarahan kronis e Isolasi
¢ Kecemburuan dan rasa pemilikan e Lika fisik
o Penguatan secara periodic
T e Perkosaan

I |
| I
| Faktor-faktor yang |
| mempertahankan |

y : v

Menurunkan stress / e Rasa bersalah, malu,
kemarahan mempersalahkan diri

Dominasi dan kontrol e Bingung, terasing
Peningkatan status ¢ Menghindar, menarik diri

Keterperangkapan pada pasangan Terperaneka e Depresi, kehilangan harapan

Tidak adanya konsekuensi Pihis perangrap o Rasa tidak berguna

penjara secara psiKold o Serba curiga ,

e Kehilangan kepercayaan pada
orang lain
10
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT
3.1.Tujuan
Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa KDRT terjadi bukan hanya
disebabkan oleh suami atau istri saja akan tetapi juga kedua belah pihak bahkan
perilaku anak yang kurang kondosif juga dapat menjadi pemicu terjadinya KDRT.
Untuk menghindari adanya KDRT maka semua pihak yang menjadi anggota keluarga
perlu untuk diberdayakan aagar dapat berpartisipasi untuk mencegah terjadinya
KDRT. Untuk itulah maka penelitian ini penting untuk dilakukan. KDRT terjadi
karena diawali adanya interaksi atau hubungan suami istri yang kurang harmonis
untuk itulah maka diperlukan adanya pemberdayaan keluarga dalam menghadapi
konflik rumah tangga. Dengan adanya pemberdayaan keluarga maka kemungkinan
terjadinya KDRT dapat dicegah sejak gejala-gejala kemungkinan terjadinya KDRT.
itu muncul. Untuk itu maka dalam penelitian ini dikemukakan tujuan sebagai
berikut:
1. Tahun I Menemukan Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk
Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa
Timur
2. Tahun IT Melakukan Uji Coba Rancangan Model Pemberdyaan Keluarga
Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di

Jawa Timur

3.2. Manfaat Penelitian
1. Dengan temuan penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan adanya model
yang tepat untuk memberdayakan keluarga sehingga KDRT dapat dicegah
sejak dini agar tingginya angka KDRT dapat ditekan. Dalam KDRT bukan
hanya suami saja yang menyebabkan terjadinya KDRT akan t—etapi Istri
maupun anggota keluarga yang lain termasuk anak berpotensial menjadi

penyebab KDRT. Karena itulah maka perlu dikaji adanya Rancangan Model
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Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya KDRT yang dikaji
secara komprehenship dan holistik

2. Diperlukan adanya paradigma baru dalam mengkaji adanya KDRT paradigma
baru tersebut lebih memfokuskan pada Pencegahan terjadinya KDRT
daripada penanganan KDRT yang sudah terjadi. Upaya preventif jauh lebih
penting dan efisien dari pada upaya kuratif. Sampai sekarang penyelesaian
yang berhubungan dengan KDRT masih menggunakan pendekatan kuratif;
pendekatan ini tidak tepat karena ibarat hanya merupakan pemadam kebakaran
saja sehingga hal ini kurang dapat mengurangi terjadinya KDRT secara nyata.
Tidak terhitung kerugian yang harus ditanggung oleh keluarga yang
mengalami terjadinya KDRT baik materiil maupun non materiil bahkan bila
terjadi KDRT tidak jarang akan berujung pada perceraian ataupun dipenjara
bagi pelaku KDRT; hal ini berarti semuanya tentu sangat berat dan terasa
sudah terlambat bagi semua nggota keluarga tersebut. Tingginya angka KDRT
juga akan berdampak pada sektor-sektor lain misalnya akan berpengaruh juga
pada anggaran untuk penyelesaian kasus KDRT, juga akan berdampak pada
produktivitas orang yang terlibat dalam upaya membantu penyelesaian KDRT
baik langsung maupun tidak langsung.

3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi ilmiah baru
berkaitan dengan upaya pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dengan demikian segala upaya: pencegahan terjadainya KDRT selalu

_ dilandasi oleh konsep-konsep ilmiah sehingga dapat diperoleh hasil efektif dan
efisien dan KDRT dapat dikurangi secara nyata dan signifikan.

4. Dari hasil penelitian akan ditulis buku panduan tentang Pencegahan KDRT
yang akan dicetak dan dijual bebas di toko buku sehingga akan dapat dibaca
oleh semua kalangan baik remaja, maupun orang dewasa yang
mempersiapkan diri untuk bérumah tanggga maupun orang ‘yang sudah
berumah tanggga sehingga dapat mengelola konflik-konflik di dalam rumah
tangga secara positip sehingga dapat mencegah tindak KDRT.

12
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5. Dilihat dari sisi makro maka secara materiil maupun non materiil tidak dapat
dihitung lagi kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya KDRT. Dengan
berkurangnya tindak KDRT maka akan diperoleh penghematan yang tinggi,
baik itu secara ekonomis, sosial maupun spikologis. Secara ekonomis maka
tidak dikeluarkan lagi biaya untuk melakukan penanganan tindak KDRT yang
di Indonesia cukup tinggi. Dengan berkurangnya tondak KDRT maka
produkstifitas juga akan meningkat karena adanya KDRT juga akan
mengganggu produktifitas kerja. Dari sudut pandang sosial maka keluarga
yang mengalami KDRT akan mempunyai hambatan-hambatan dalam fnenjalin
hubungan sosial baik ke dalam keluarga maupun ke masyarakat. Secara
psikologis maka keluarga yang telah mengalami KDRT secara psikologis tidak
mudah untuk dipulihkan bahkan akan bisa berdampak lebih buruk.

13
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BABL.IV.
METODE PENELITIAN
4.1. Desain Penelitian
KONDISI AWAL DIPERLUKAN TARGET TAHUN 1
0 e | ADANYA MODEL Menemukan = Rancangan
1. Masih Tingginya Angka |—> " peNcEGAHAN || Model Pemberdayaan
X Mencegah Terjadinya
2. Upaya Yang Dilakukan Tindakg KekerasanrJDala}I,n
Masih Bersifat Kuratif Rumah Tangga di Jawa
Timur
\ 4
TARGET TAHUN II
Menguji Rancangan
Model Pemberdayaan
Kelauarga Terjadinya |.
Tindak Kekerasan Dalam
Rumah Tangga di Jawa
Timur
KONDISI AKHIR
1. Berdayanya Keluarga
Untuk Melakukan MODEL
Pencegahan KDRT secara | PENCEGAHAN
dini TERJADINYA
KDRT
2. Menurunnya Angka
KDRT
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[ - 4.2. Implementasi Rancangan Model
} Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian normatif dan
| kemudian dilanjutkan dengan penelitian empirik dengan demikian diharapkan
akan dapat memberikan fnakna yang lebih faktual sesuai perkembangan
masyarakat. Pada tahun II target dari penelitian ini adalah mengkaji
implementasi dari Rancangan Model untuk itu maka dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut :
| 4.2.1.Menentukan Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Sidoarjo. Sidoarjo dipilih sebagai lokasi
Penelitian karena Sidoarjo merupakan kota kabupaten yang sedang
| berkembang sebagai daerah penyangga pemekaran kota dari Surabaya
| bagian selatan. Dengan melakukan studi kasus Sidoarjo maka diharapkan
akan dapat memperloh informasi sesuai dengan karakteritik masyarakat
yang sedang mengalami banyak perubahan.
4.2.2. Fokus Penelitian
Tahun II penelitian difocuskan untuk mengkaji implementasi
Rancangan Model Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencegah Tindak
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur. Untuk menemukan
rancangan model maka menggali informasi yang berkaitan upaya-upaya
yang dapat dilakukan secara preventif untuk mencegah tindak KDRT baik
dilihat dari sisi normatif, sosiologis maupun psikologis. Dengan demikian
diharapkan akan dapat diperoleh gambaran secara terperinci masalah-
masalah yang menyangkut secara teknis maupun konseptual yang akan
dikaji secara lebih komprehenship dan mendalam dan holistik.
4.2.3. Sumber Data
Dalam penelitian Tahun II ini data selain bersumber pada aturan
perundang-undangan yang ada juga dilakukan penelitian lapangan d'engan
sumber informasi instansi atau lembaga yang terlibat dalam implementasi
Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga untuk mencegah terjadinya
KDRT.

15
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4.2.4 Melakukan Wawancara
Untuk memperoleh data lapangan maka dilakukan wawancara

mendalam Teknik ini cocok untuk mengali data yang berkaitan berbagai
pendapat dari orang lain serta pemikiran-pemikiran yang saling
melengkapi serta saling koreksi. Dalam penelitian ini wawancara
digunakan untuk menjaring informasi dari berbagai pihak yang terlibat
langsung dengan masalah-masalah KDRT. Dengan wawancara maka
diharapkan dapat diperoleh infromasi yang terkait dengan masalah-
masalah implemtasi rancangan model secara mendalam dan
komprehenship. Sehingga dengan demikian diharapkan Rancangan Model
Yang dibuat dalam penelitian ini benar-benar telah dibahas secara
mendalam, komprehenship, dan holistik.
4.2.5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekétan normatif yaitu dengan
melakukan kajian berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan
dengan KDRT. Sedangkan pendekatan sossiologis yaitu pendekatan
dengan melakukan penelitian lapangan.
4..2.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik argumentatif
berkaitan dengan peraturan perundangan serta membandingkan antara
peraturan perundangan dengan kondisi lapangan dalam pemberdayaan
keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT. Dengan demikian diharapkan
akan diperoleh kajian yang lebih komprehenship, kontruktif dan aplikatif
dalam mencegah terjadinya KDRT
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT)

Terjadinya perselisihan, kekerasan dalam keluarga dan perceraian
saat ini sangat mudah dilakukan, kondisi seperti ini sebagian besar justru
banyak terjadi pada keluarga-keluarga muda yang berasal dari berbagai
lapisan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa terjadinya
ketidakharmonisan tersebut bukan hanya berasal dari faktor kemiskinan
tetapi juga dari faktor-faktor yang lainnya. Dari kenyataan ini kita jadi
berfikir sebetulnya faktor apa lagi yang menyebabkan ketidak harmonisan
itu

Kalau kita kaji lebih jauh tentang kata harmonis jelas itu berarti ada
faktor keserasian, faktor keselarasan, dan faktor keseimbangan, oleh sebab
itu untuk mewujudkan keharmonisan tentu diperlukan adanya ke tiga
faktor tersebut, dan faktor-faktor ini hanya dimiliki oleh pasangan-
pasangan yang sudah memiliki kematangan dalam segala tindakan, jika
kematangan ini belum dimiliki sudah pasti bahwa dalam mengarungi biduk
kehidupan rumah tangga akan banyak mengalami masalah dan kendala.
Untuk membentuk suatu keluarga tentunya bukan hanya sekedar bisa
menyatukan diri dalam suatu perkawinan, namun banyak bekal hidup yang
perlu dipersiapkan, baik dalam bentuk persiapan fisik/biologis, psikis dan
sosial ekonomi. Untuk membentuk suatu keluarga itu calon pasangan
suami istri harus cukup dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah
punya kemampuan untuk mencari- nafkah. Kondisi ini tentunya hanya
dapat dipersiapkan jika pasangan tersebut bukan pasangan dengan usia
yang terlalu muda, sebab dengan melakukan perkawinan yang terlalu muda
maka akan banyak resiko dan masalah yang datang baik itu dari dalam

keluarga maupun dari luar keluarga, yang biasanya membuat pasangan
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tersebut tidak sanggup untuk menyelesaikan serta menanggulanginya, dan
biasanya kondisi yang seperti ini akan memunculkan kekerasan rumah
tangga bahkan dapat mengarah pada perceraian keluarga.

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan berbagai faktor yang
melatar belakangi terjadinya KDRT. di antaranya faktor ekonomi,
kurangnya pemahaman UU Tentang KDRT, faktor sosial, dan faktor
budaya. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan terkait secara
kompleks sehingga menegakibatkan keluarga rentan terhadap terjadinya
KDRT.

Faktor pertama adalah ekonomi, faktor ekonomi keluarga yang
morat-marit merupakan salah satu pemicu munculnya kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT). Dari hasil FGD menunjukkan bahwa faktor
ekonomi sebagai pemicu terjadinya KDRT merupakan pemicu awal dari
kekurangan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga
berdampak pada faktor emosi yang tidak terkendali karena berbagai
tekanan ekonomi yang harus dipenuhi sementara penghasilan dirasa tidak
mencukupi. Seperti tercermin dari hasil FGD sebagai berikut:

"Faktor ekonomi semacam itu bila tidak ada saling
pengertian, maka menimbulkan emosi terutama dalam
rumah tangga. Terkadang ada seorang istri yang terlalu
banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan
maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah timbul
pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya
menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah
pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing.
Seharusnya seorang istri harus bisa memahami keuangan
keluarga. Naik turunnya penghasilan suami sangat
mempengaruhi  besar  kecilnya pengeluaran  yang
dikeluarkan untuk keluarga. Disamping pendapatan yang
kecil sementara pengeluaran yang besar seorang istri harus
mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada
dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi
apabila terjadi pendapatan yang minim. Memang orang
yang kalau di PHKkan ya susah, sulit gitu ya tapi istrinya
gak tahan dengan suaminya gak punya pekerjaan ya hampir
tiap hari itu berantem”
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Faktor kedua adalah kurangnya pemahaman tentang UU KDRT,
Dari hasil FGD menunjukkan UU KDRT belum sepenuhnya dipahami
oleh masyarakat; masyarakat masih memahmi KDRT dalam pengertian
fisik saja misalnya terjadi pemukulan. Hal ini memberikan dampak pada
pengabaian atau kurang diperhatikannya KDRT yang non fisik, seperti
KDRT Psykis ataupun kekerasan seksual serta penelantaran rumah
tangga. Apabila masyarakat mempunyai pandangan demikian amatlah
wajar karena kekerasan fisik mudah dikenali dan daﬁat diketahui dengan

panca indra maupun rekam medis. sebagaimana diungkapkan dalam hasil
FGD sebagai berikut:

“Batasan KDRT yang bagaimana maksudnya,
sebenarnya kadang membingungkan. Ketika kita sering
melakukan pembinaan pada keluarga suami, istri, maupun
anak. KDRT itu kekerasan fisik, psikis, sexual,
penelantaran. Memahami arti kekerasan fisik mungkin
lebih gampang, ini kekerasan atau tidak. Psikis itu yang
lebih sulit, lha itu gimana diancam itu mungkin pak, dari
bapak kepolisian itu mengarah atau tidak kan itu tergantung
pada perilaku tiap hari. Kadang-kadang orang dicemberutin
sudah merasa diancam gitu, nah itu. Jadi memang
kriterianya sulit, itu sulitnya pak polisi kalau mau menuntut
orang bahwa ini melanggar atau tidak atau pornografi itu
batasan porno itu juga gak ada. Seperti kekerasan sexual,
batasan sexualnya dimana, pelecehan atau tidak dan
sebagainya. Kalo di luar negeri ada pak kalau di suitin aja
udah pelecehan sexual ya pak ya. Di negara-negara maju
swit swit swit gitu sudah dianggap melecehkan, kita
dijowal-jawil mungkin orang laki-laki menjawil perempuan
dianggap itu biasa. Itu definisi ya sulit memang pak. Jadi
penelantaran rumah tangga mungkin tidak diberi nafkah
lahir batin dan sebagainya, mungkin definisinya tidak
mudah dipahami masyarakat.

Kerancuan batasan KDRT juga berkaitan dengan adananya wilayah
publik atau wilayah privat hal berhubungan dengan proses pendidikan yang
dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Kadang dalam mendidik anak
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orang tua melakukan kekerasan yang dimaksudkan untuk mendidik anak

agar tidak nakal misalnya melakukan penjeweran telinga atau pemukulan

yang dirasakan sebagai hal yang wajar. Kekerasan yang demikian apakah
masih dikatergorikan sebagai KDRT. Hal ini mengundang pertanyaan
ketika latar belakang atau mortivasi untuk melakukan tindakan KDRT
dimaksudkan sebagai pelajaran atau pendidikan, seperti terungkap dalam
hasil FGD berikut ini :

”Lha ini bagaimana kalo kita, menjewer anak kami
karena anak tidak mau belajar dan sebagainya. Apakah ini
termasuk KDRT, ini jangan-jangan nanti ada pihak ke-3
bahwa ini orang tuanya mendidik anak termasuk dalam
kategori KDRT. Lha kalau sedikit-sedikit KDRT, sedikit-
sedikit KDRT lha ini mungkin perlu ada sedikit batasan
yang lebih jelas mungkin ada perbedaan antara mendidik

dan tidak”

Dari kutipan hasil FGD tersebut menunjukkan adanya benturan
pandangan yang berakibat pada munculnya tindakan KDRT dengan latar
belakang yang sebenarnya adalah bermotivasikan pendidikan kepada
anggota keluarga dan ini sering menjadi alasan pembenaran tindakan
KDRT. Hal yang demikian akan semakin menyulitkan dalam
memberdayakan keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT. Dalam
Undang-Undang no : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam rumah tangga pasal 5 apa yang dapat dikategorikan sebagai KDRT
dibagai menjadi empat yaitu : (a). Kekerasan fisik; (b). Kekerasan
psikis; (c). Kekerasan seksual; (d). Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa
sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan,
pingsan dan atau menyebabkan kematian (Perda. Kab Sidoarjo no. 18 th
2006 pasal 1, ayat 8). Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat
seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan
pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat
mengakibatkan :

a. Cedera berat
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b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
Pingsan
d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan
atau yang menimbulkan bahaya mati
Kehilangan salah satu panca indera.
Mendapat cacat.

Menderita sakit lumpuh.

om0

Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih

[ .

Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Kematian korban.

o

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak,
mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: (a). Cedera
ringan (b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori
berat. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke
dalam jenis kekerasan berat. Dalam Undang-undang no : 23 tahun 2004
ini ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasanfisik

sebagaimana tercantum dalam : Pasal 44

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka
berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun atau denda paling banyak
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau
denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh
lima juta rupiah).

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
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menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian,

manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan,

dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan

atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan

dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-

masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah

satu atau beberapa hal berikut:

a.

Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat
atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan
atau menahun.

Gangguan stress pasca trauma.

Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta
tanpa indikasi medis)

Depresi berat atau destruksi diri

Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas
seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya

Bunubh diri

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian,

manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan,

dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan

atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman

kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa

mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau

beberapa hal berikut imi :
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a. Ketakutan dan perasaan terteror

b. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak A
Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual

d. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala,
gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)

e. Fobia atau depresi temporer

Sedangkan ancaman pidana untuk pelaku kekerasan psikis ini adalah

sebagaimana tertuang dalam Pasal 45

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan
psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan
juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau
sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan
atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dari hasil diskusi dengan dinas sosial, kepolisian, dan pemda
Kab. Sidoarjo bahwa krekerasan psykis kurang dipahami oleh
masyarakat dan aparat schingga untuk penangganan kasus ini
mengalami kendala dalam mengkategorikan, dengan demikian maka ada
hal-hal yang sulit untuk dibuktikan namun kekerasan psykis itu sangat
relatif sehingga tidak gamang untuk memastikan ada tidaknya tindak
kekerasan, seperti petikan hasil diskusi sebagai berikut : Psikis itu
yang lebih sulit, lha itu gimana diancam itu dari bapak kepolisian itu
mengarah atau tidak kan itu tergantung pada perilaku tiap hari. Kadang-

kadang orang dicemberutin sudah merasa diancam gitu, nah itu. Jadi
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memang kriterianya tidak jelas, itu sulitnya pak polisi kalau mau
menuntut orang bahwa ini melanggar atau tidak.”

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang yéng mendengar,
melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya
untuk (pasal 15): a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana; b.
Memberikan perlindungan kepada korban; c. Memberikan pertolongan
darurat;dan d. Membantu proses pengajuan perﬁlohonan penetapan
perlindungan. Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan
serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka
yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri
yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga
kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan
kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan
dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2).
Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh
orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27).

Kekerasan Seksual dibagi dalam dua kategori yaitu kekerasan
seksual berat dan kekerasan seksula ringan. Kekerasan Seksual Berat,
berupa: (a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba,
menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta
perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan
merasa dikendalikan. (b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa
persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. (c)
Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan
dan atau menyakitkan. (d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang
lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.(e) Terjadinya
hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan

korban yang seharusnya dilindungi. (f) Tindakan seksual dengan
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kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit,
luka,atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara

verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan

julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan
tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual
yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina
korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat
dimasukkan ke dalam jenis kekerasan. seksual  berat.
Sedangkan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual adalah

sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 46 '
Setiap orang yang melakukan perbuatan
kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8
huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua betas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap
dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua betas
juta  rupiah) atau denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban
mendapat luka yang tidak memberi harapan akan
sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir
atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat)
minggu terus menerus atau | (satu) tahun tidak
berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam
kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat
reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling
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singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama
20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Petikan hasil diskusi yang berkaitan dengan masalah
seksual juga memberikan penafsiran yang  bermacam-macam

terutama Dberkaitan tindakan yang bagaiamana yang dapat

dikategorikan sebagai' kekerasan seksual adalah sebagai berikut -

»Seperti kekerasan sexual, batasan sexualnya dimana, pelecehan atau
tidak dan sebagainya. Kalo di luar negeri kalau di suitin aja udah
pelecehan sexual. Di negara-negara maju swit swit swit gitu sudah
dianggap melecehkan, kita dijowal-jawil mungkin orang laki-laki
menjawil perempuan dianggap itu biasa. Itu definisi yang sulit
memang.” Memang perlu ketegasan batasan-batasan yang termasuk
dalam kategori kekerasan sexual mengingat di Indonesia adalah
penganut kebudayaan timur yang cenderung santun. Perbedaan
budaya dalam dunia yang semakin menglobal menjadi permasalahan
tersendiri berkaitan dengan masalah KDRT mengingat masalah nilai
dan etika menjadi pertimbangan yang tidak bisa ditolak ketika
masalah ini dipertentangkan oleh masyarakat dalam melihat tindakan
yang dapat dikategorikan sebagai KDRT atau bukan walaupun dalam
Undang-undang sudah diatur demikian jelasnya.

Penelantaran Rumah Tangga adalah kekerasan bidang
ekonomi yaitu : Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan
eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi
berupa: (a)Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif
termasuk pelacuran. (b) Melarang korban bekerja- tetapi
menelantarkannya. (c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa
persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda

korban;  Kekerasan Ekonomi Ringan, be rupa melakukan upaya-
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upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya
secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun
ancaman hukuman bagi pelaku adalah : Pasal 49 Dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp 15.000.000,00 (lima betas juta rupiah), setiap orang yang : (a)
menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); (b) menelantarkan
orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Faktor yang ketiga adalah faktor Sosial, faktor sosial
berkaitan dengan pendidikan, komunikasi, saling percaya serta rasa
cinta dalam keluarga. Kurangnya pendidikan mengakibatkan
kurangnya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara
mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara
keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang
memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak
adanya pengetahuan. Maka sang istri tidak tahu bagaimana cara
mengatasi sifat suami yang arogan itu sendiri. Sehingga, sulit untuk
menyatukan hal yang berbeda. Akhirnya tentulah kekerasan dalam
rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga terjadi KDRT, maka
perempuan akan menjadi korban yang utama. Seharusnya seorang
suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar, seperti membaca
buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara
menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan
* warahmah.

“Pendidikan yang rendah membuat perempuan
merasa minder terhadap suaminya sehingga hal ini
tidak jarang membuat suami mentang-mentang
terhadap istri dan istri pasarah saja dan tidak mau
melawan ataupun melapor pada polisi. Pendidikan yang
rendah menempatkan perempuan ataupun anak rentan
terhadap tidakan KDRT oleh suami atau bapak.”
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Dalam UU ini dikatakan bahwa sebagai salah satu alat
bukti yang sah, keterangan sebrang saksi korban saja sudah cukup
untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan
suatu  alat bukti yang sah  lainnya  (pasal  55).
Alat bukti yang sah lainnya itu adalah: a. Keterangan saksi; b.
Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.

Kurangnya komunikasi antara suami istri, di dalam sebuah
rumah tangga kan komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar
tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam
sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara
kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan
dalam rumah tangga. Seharusnya seorang suami dan istri bisa
mengimbangi kebutﬁhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat

mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan.

“Kurangnya komunikasi, tidak saling percaya dan
rasa cinta bisa jadi memancing emosi, ya pusing juga
ini udah pusing ditambahi pusing untuk itu maka perlu
dibuka mainsed dari masing-masing keluarga tersebut,
perlu  senantiasa optimalkan bagaimana keluarga
tersebut ramah terhadap anak atau anggota keluarga
yang lain. Terus kemudian terkait dengan hak mereka
; dalam pemenuhan untuk berkebutuhan mendapatkan
| keyakinan dan agama, itu senantiasa juga dijunjung

tinggi.” Artinya bagaimana masing-masing keluarga
tersebut bisa mentransformasikan hal-hal yang positif
di masing-masing keluarga, saya yakin tidak ada
KDRT. Ini ya, model-model komunikasi mungkin ini
penting karena apa itu biasanya kadang-kadang masalah
sepele itu jadi pusing. Kasus-kasus rumah tangga
kadang-kadang hal-hal sepele itu menjadi problem yang
tidak bisa diprediksi ya, akhirnya terjdi KDRT yang
| berakibat fatal”
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Tidak adanya saling percaya diantara suami istri berakibat pada
rengganngnya hubungan di antara anggota keluarga. Untuk mempertahankan
sebuah hubungan, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai
dan sebagainya. Begitu juga halnya dalam rumah tangga harus dilandasi
dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah
bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka
yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang
kadang juga berlebih-lebihan. Tidak sedikit seorang suami yang sifat seperti

itu, terkadang suami juga melarang istrinya untuk beraktivitas di luar rumah.

Karena mungkin takut istrinya diambil orang atau yang lainnya. jika sudah -

begitu kegiatan seorang istri jadi terbatas. Kurang bergaul dan berbaur
dengan orang lain. Ini adalah dampak dari sikap seorang suami yang
memiliki sifat cemburu yang terlalu tinggi. Banyak contoh yang kita lihat
dilingkungan kita, kajadian seperti itu. Sifat rasa cemburu bisa menimbukan
kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada rasa cinta, terjadi karena
perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjodohan diantara mereka tanpa
didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu. Itu bisa membuat seorang suami
menyeleweng dari garis-garis menjadi seorang suami yang baik dan lebih
bertanggung-jawab. Suami sering bersikap kasar dan ringan tangan. Untuk
menghadapi situasi yang seperti ini, istri butuh kesabaran yang sangat amat
besar. Berusaha berbuat semanis mungkin agar suami bisa berubah dan
bersikap manis kepada istri. ,

Faktor keempat budaya, budaya patriarki yang masih kuat sehingga
laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun
lingkungan sekitar dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dan
anak berada dalam kondisi yang marginal, dan ketidak berdayaan. Hal ini
menyebabkan mereka rentan terhadap hal tersebut termasuk kekerasan Pada
faktor budaya ini bisa digambarkan pada hasil FGD sebagai berikut :

”Terus kemudian di sini kita punya juga perbedaan
kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Karena budaya
laki-laki di masyarakat kabupaten Sidoarjo masih tinggi
juga pak. Kemudian juga apabila kita melihat porsi
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perempuan dalam porsi publik di sini, dan saat itu juga
perempuan tidak punya (bergini) dalam mengambil
keputusan. Perempuan tidak punya (bergini) dalam
mengambil keputusan ini. Sebagai salah satu faktor juga
angka kematian ibu cukup tinggi. Hampir 99% korban
KDRT ini menimpa kaum perempuan dan anak-anak.
Sementara 1% itu menimpa pada kaum laki-laki. Lha ini
menyambung juga ungkapan dari pak, pendapat dari pak
dari rumah sakit tadi. Kenapa yang sering melapor itu dari
kaum ibu-ibu? Karena memang nilai sosial budaya yang
menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari
pada laki-laki, mohon maaf. Terus kemudian di sini kita
punya juga perbedaan kekuasaan antara perempuan dan
laki-laki. Karena budaya laki-laki di masyarakat kabupaten
Sidoarjo masih tinggi juga pak. Ee kemudian juga apabila
kita melihat porsi perempuan dalam porsi publik di sini,
dan saat itu juga perempuan tidak punya (bergini) dalam
mengambil keputusan.  Selain itu juga apabila kita
menyadari porsi KDRT ini terjadi pada anak-anak,
masyarakat kita masih menganggap anak-anak itu masih
sebagai hak milik, padahal sejatinya kalau kita mengetahui
anak adalah amanah dan itu merupakan investasi.

Faktor budaya merupakan masalah yang penting berkaitan
dengan tindak KDRT mengingat faktor ini sering dipakai sebagai pembenar
dalam tindak KDRT. Budaya tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang
berkembang di masyarakat, budaya yang masih menganggap perempuan
sebagai konco wingking menjadikan laki-laki merasa berhak berbuat apa
saja terhadap istrinya termasuk melakukan tindak KDRT. Faktor budaya
juga berdampak pada ketergantungan perempuan terhadap suami; istri akan
merasa minder jika masalah dalam rumah tangganya diketahui oleh
tetangganya. Istri akan merasa tertekan jika terjadi perceraian bahkan
seoarang janda akan mendapatkan stikma yang negatif di masyarakat.
Posisi-posisi peremuan dalam rumah tangga yang demikian bisa berdampak
pada sikap-sikap yang permisif terhadap tindakan-tindakan suami yang
sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindakan KDRT.
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5.2.Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam UU PKDRT ini pemerintah bertanggung jawab dalam
upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk itu pemerintah
harus(pasal 12): a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga; b. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan
edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; c. Menyelenggarakan
sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sengitif jender dan isu
kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi
pelayanan yang sensitif jender. Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan
terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya:
a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian; b.
Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program
pelayanan yang mudah diakses korban; d. Memberikan perlindungan bagi
pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Pemerintah daerah Sidoarjo sangat peduli terhadap setiap upaya
untuk mencegah terjadinya KDRT. Upaya yang dilakukan adalah dengan
memberdayakan keluarga agar secara ekonomi, sosial dan budaya serta
hukum agar keluarga mampu menjadi benteng terjadinya KDRT. Sebagai
upaya tersebut maka dirumuskan terlebih dahulu permasalahan-
permasalahan yang ada di Kab. Sidoarjo dirumuskan sebagai berikut:

a) Norma, nilai dan sistem kepercayaan yang menjadikan anak rentan
terhadap ketidakadilan dan pelanggaran HAM.

b)  Kebijakan-kebijakan masih banyak yang diskriminatif dan patriakhi.
Selama ini kebijakan dan program yang ditujukan untuk anak masih
bersifat kariatif dan seringkali belum menjadi prioritas pembangunan.
Bahkan sebagian besar dana pembangunan berasal dari hutang luar
negeri yang memotong berbagai subsidi rakyat . Pemotongan berbagai

subsidi ini telah menyebabkan kenaikan biaya yang tinggi pada hal-hal
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yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, listrik, air dan bahan
bakar. Padahal pemberian subsidi ini erat kaitannya dengan
pemenuhan hak-hak anak.

Pfogram-program pembangunan yang selama ini dilaksanakan secara
lintas sektor, sektoral maupun kerjasama lintas organisasi non
pemerintah masih bersifat parsial serta belum dilakukan secara
menyeluruh dan terpadu.

Konvensi-konvensi internasional dalam kaitan hak-hak anak yang
sudah diratifikasi, belum diharmonisasikan ke daiam hukum nasional,
regulasi nasional bahkan regulasi lokal.

Globalisasi dan percepatan teknologi informasi, kemudahan
mengakses di berbagai belahan dunia ternyata sangat memberikan
peluang operasionalisasi kriminalitas terhadap anak seperti trafiking.
Sebagai daerah penyangga Surabaya, maka Sidoarjo telah membangun
dirinya menjadi metropolis kedua yang sarat dengan berbagai dampak
psikologis terhadap anak.

Permintaan pasar akan anak yang diperdagangkan terus meningkat
oleh karena, lemahnya moral dan adanya asumsi bahwa anak-anak
yang bersih dari segala penyakit, yang kemudian membuat orang
dewasa tergiur membisniskan anak-anak.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka PemKab. Sidoarjo

menetapkan sasaran sebagai berikut:

1.

Adanya regulasi kebijakan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak

anak sebagai penjabaran dan tindak lanjut ratifikasi konvensi hak-hak -

anak.

Adanya harmonisasi standard pemenuhan hak-hak anak dalam
pembangunan dan optimalisasi fungsi keluarga pada semua aspek
kehidupan di Sidoarjo.

Terlaksananya proses komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

tentang keluarga ramah anak dengan melibatkan pemerintah, pelaku

usaha dan masyarakat.
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4. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya anak untuk
memperoleh pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, dan
pelayanan sosial.

5. Perwujudnya kapasitas KP3A (Komisi Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak) dan Gender and Child Sensitive Officer (GCSO)
yang berkualitas sebagai wadah koordinasi pembangunan yang
berorientasi pada pemberdayaan erempuan dan anak Kabupaten
Sidoarjo. .

6. Terbentuknya jaringan kerja (networking) dengan prinsip kemitraan
yang tulus dan setara antara semua SKPD dan stakeholder sampai péda
jejaring desa/kelurahan maupun RT/RW.

7. Terlaksananya pembangunan di lapangan yang mengakomodir
kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

8. Tumbuh kembangnya kelompok masyarakat yang peduli dan sadar
akan optimalisasi fungsi keluarga ..

Berdasarkan permasalahan dan sasaran tersebut dilakukan upaya-
upaya untuk mencegah terjadinya KDRT secara sinergi diberbagai bidang
yang berkaitan dengan kelompok-kelompok rentan terhadap KDRT terutama
anak, perempuan, dan keluarga miskin dengan berbagai program. Adapun
program diberbagai bidang yang terkait dan Anak Korban Kekerasan;
pencegahan KDRT antara lain adalah:

Bidang Hukum ‘

Upaya di bidang hukum adalah dengan disahkannya berbagai
produk hukum yaitu berupa: Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun
2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Kependudukan
Kabupaten Sidoarjo; Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan Perlinduhgan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan; Instruksi Bupati Sidoarjo

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Data dan Informasi Terpilah; Instruksi Bupati
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Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengarusutamaan Anak Dalam

Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 3
Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak Tahun
2006-2011.

2. Bidang Kependudukan

BKBPMP, bersinergi dengan Depag dan Diknas melaksanakan

program-program yang berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk

dengan Program Keluarga Berencana melalui 4 upaya pokok sebagaimana

tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembémgan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera :

a)
b)
c)
d)

Pendewasaan usia perkawinan
Pengaturan Kelahiran
Peningkatan Ketahanan Keluarga

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

3. Bidang Ekonomi

a)

b)

c)

Program Pengentasan Kemiskinan melalui Gerdutaskin, Rehab
Rumah Tidak Layak Huni, dan lain-lain.

Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Usaha
Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera  (UPPKS),
Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL),
Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Rehabilitasi Ekonomi Anak Bermasalah Sosial seperti Program

Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Anak Jalanan.

4. Bidang Pendidikan

a)

b)
©)
d)
e)
f)

Pemberian akses Pendidikan Gratis Wajar 9 tahun, bahkan kalau
dimungkinkan Wajar 12 tahun.

Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Usia Dini).

Pendidikan tanpa kekerasan.

Pemberantasan Buta Aksara.

Program Kejar Paket untuk anak putus sekolah.

Pendidikan Luar Sekolah.
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Pendidikan Berbasis Gender.

Sekolah Calon Pengantin.

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, seperti
kelengkapan buku pelajaran berperspektif gf:nder dan anak secara
gratis (pinjam pakai siswa), peningkatan aksesibilitas sekolah

sampai ke pedesaan.

5. Bidang Kesehatan

a.

Pencanangan hidup sehat antara lain yaitu pelayanan kesehatan
keluarga yang meliputi termasuk perbaikan gizi

Revitalisasi Posyandu perspektif gender dan anak, termasuk deteksi
dini tumbuh kembang anak.

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sampai tingkat grass
root, seperti puskesmas rumah anak dan ibu yang buka 24 jam.
Peningkatan kualitas Puskesmas Gerakan Sayang Ibu (GSI), Suami
Siaga, Kecamatan Sayang Ibu.

Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak.

Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR).

Pusat Informasi Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja
(PIKKRR).

Pengobatan dan penanganan kasus anak dengan gizi buruk secara

gratis.

6. Perlindungan Terhadap Anak Dari Penganiayaan, Eksploitasi Dan Kekerasan

a)

b)

c)

d)

Perlindungan Anak Bermasalah (terlantar, jalanan, pengamen,
cacad dan sebagainya).

Perlindungan anak dalam situasi khusus (bencana, perang, dan
sebagainya).

Perlindungan anak dari segala bentuk penganiayaan, ketelantaran,
eksploitasi dan kekerasan.

Perlindungan anak dari segala eksploitasi seksual, termasuk

paedophilia, trafiking anak dan penculikan,
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e) Perbaikan kehidupan anak-anak keluarga miskin yang
dieksploitasi secara ekonomi dan sesksual.

f) Kampanye keluarga harmonis atau keluarga sakinah.

g) Preventif dan Promotif Pencegahan Kekerasan terhadap anak.

h) Sosialisasi hak-hak anak berikut upaya pemenuhannya.

7.Bidang Advokasi Dan Partisipasi Anak

Berdasarkan PKDRT UU ini, korban berhak mendapatkan (pasal 10):
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik ‘sementara maupun
berdasarkan  penetapan  perintah  perlindungan dari  pengadilan;
b.  Pelayanan  keschatan  sesuai  dengan  kebutuhan  medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan e. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu, korban juga berhak untuk
mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari (pasal 39): a. Tenaga
kesehatan;b. Pekerja sosial;c. Relawan pendamping ;dan/atau d. Pembimbing
rohani. Berkaitan dengan hal ini PemKab. Sidoarjo melakukan beberaa hal

antara lain :
a) Pendirian lembaga perlindungan anak.
b) Menyelenggarakan Kongres Anak Kabupaten.
¢) Komunitas/Forum Anak.
d) Pembentukan Komisi Perlinduﬁgan Anak.

8. Bidang Perlindungan Umum Berkaitan Aspek Sosial Dan Budaya

a) Promosi kesadaran tentang akibat yang berbahaya dan betapa ilegal
bahayanya bila orang dewasa tidak mampu melindungi anak-anak
dari kekerasan, eksploitasi, trafiking anak dan penculikan.

b) Perlindungan terhadap anak dari praktik-praktik adopsi dan anak
asuh yang ilegal, eksploitatif atau yang tidak demi kepentingan
terbaik untuk anak.
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Pendirian lembaga pelayanan pencegahan bagi anak-anak rentan
korban kekerasan, trafiking anak dan penculikan serta pemulihan
dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan, trafiking anak dan
penculikan.

Sosialiasi UU tentang HAM antara lain UU Perlindungan terhadap
perempuan dan anak, UU tentang HAM dan UU tentang Peradilan
Anak.

9. Bidang Ketenagakerjaan Dengan Penghapusan Pemakaian Tenaga Kerja

Anak

a)
b)

Pelaksanaan program identifikasi wilayah kantong pekerja anak.
Pengembangan program pemberdayaan keluarga' miskin, untuk
mencegah anak dari eksploitasi secara ekonomi meliputi
pemberdayaan keluarga anak jalanan, pemberdayaan keluarga
pemulung, pemberdayaan keluarga gelandangan, pemberdayaan
keluarga di pemukiman liar.

Pemberian pendidikan gratis, bagi anak yang terpaksa bekerja.
Penegakan hukum (kriminalisasi pelaku kekerasan kepada anak),
dan penerapan restorative justice bagi anak yang melakukan
tindakan kriminal.

Penegakan hukum dan sanksi ketenagakerjaan dalam pengatasan
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak (PBPTA) bagi

perusahaan yang melanggar ketentuan perlindungan anak.

10. Pemerintahan Dan Politik

2)

b)-

Melaksanakan program penegakan hukum dan HAM dengan
maksud untuk menciptakan kesadaran hukum keluarga dalam
memahami hak-hak anak.

Melalui penataan kelembagaan/institusi pemberdayaan perempuan
dan anak dengan tujuan untuk mewujudkan suatu lembaga yang
khusus menangani pengutamaan perempuan dan anak di Kabupaten
Sidoarjo dengan indikator terbentuknya suatu lembaga yang khusus

menangani pemberdayaan perempuan dan anak.
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¢) Mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih
berperan serta dalam Pemerintahan Desa dengan mendengarkan
pendapat dan kepentingan terbaik bagi anak.

d) Mendorong dan meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dalam
mendukung peningkatan Pendapatan Daerah termasuk peruntukan
untuk pembangungan responsif anak di desa.

e) Pemberian peluang dan mengembangkan partisipasi anak dalam
menyuarakan kepentingan terbaik bagi dirinya serta memberikan
penyadaran dan inspirasi serta pembelajaran sejak dini akan hak-
akan dan kewajiban anak, agar mereka mampu bersaing dan

berkembang dengan baik tanpa harus dibeda-bedakan

5.3. Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dari berbagai upaya yang telah dilakukan melalui berbagai program
di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil signifikan terhadap adanya tindak
KDRT sebagaimana tercermin dalam tabel berikut ini

Kasus Kekerasan yang terjadi di Sidoarjo
Th. 2007-2009 (P3A Kab Sidoarjo)

Jenis Kasus 2007 2008 2009
Kekerasa Terhadap Istri (KTI) 66 75 12
Kekerasan Terhadap Anak (KTA) 25 9 0
Kekerasan Dalam Kerja (KDK) 1 0 0
Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 6 1 0
Kekerasan Ekonomi (KE) 6 0 0
Pelecehan Seksual (PS) 1 2 1
Pencabulan 6 1 1
Perkosaan 12 12 4
Traffiking 9 0 0
Penganiayaan , ' 8 10 20

Dari data dalam tabel tersebut menunjukkan adanya penurunan
yang nyata bukan hanya yang berkaitan dengan KDRT tetapi jenis-jenis
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kekerasan lainnya seperti kekerasan dalam pacaran, pemerkosaan, traffiking
sedangkan kekerasan  yang berkaitan dengan KDRT juga mengalaj
penurunan yaitu Kekerasan Terhadap, juga Kekerasan terhadap Anak serta
Kekerasan ekonomi juga mengalami penurunan yang nyata. Apabila dilihat
dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Model Pemberdayaan Keluarga bertitik sentral sinergisitas dari berbagai
SKPD dan program-program yang ada. Dalam program-program tersebut
perempuan merupakan poin entry (pintu masuk) dengan memberdayakan
perempuan dengan meningkatkan ketrampilan baik‘ bidang ekonomi |,
maupun sosial. Pada bidang ekonomi pemberdayaan perempuan dilakukan
untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh pendapatan untuk
menambah pengahasilan suami. Karena jika perempuan mampu
menghasilkan uang, maka posisi tawar terhadap suami akan meningkat.
Sehingga suami tidak mudah melakukan kekerasan terhadap isteri.
Pemberdayaan ekonomi perempuan  dilakukan dengan memberikan
pinjaman modal kerja dan pendmnpingan usaha kepada mereka. Perempuan
dilatih untuk mengelola keuangan keluarga serta memperoleh pengasilan
tambahan. Hal ini karena perempuan dipandang lebih telaten dalam
mengelola keuangan. “Perempuan juga lebih tertib dalam mengembalikan
pinjaman, karena terikat oleh lingkungannya.” Meski begitu,  kendati
perempuan mampu menghasilkan uang untuk menopang ekonomi keluarga,
ia tetap harus menjadikan suami sebagai pemimpin. “Prinsipnya, keluarga
harus dibangun bersama-sama, dan bukan oleh salah satu pihak saja". dalam
hal pendampingan ini maka dapat dilakukan pelatihan-pelatihan ketrampilan
bagi perempuan sehingga modal kerja yang diberikan tepat sasaran, adapun
bentuk-bentuk pelatihan ketrampilan tersebut adalah - Pelatihan Usaha
warung makan / katering, pelatiilan kecantikan/usaha salon, pelatihan
pembuatan kerajinan tangan dan lain seBagainya.

Dalam bidang sosial pendewasaan usia perkawinan juga merupakah
salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah

tangga, Menikah di usia dini, selain berpotensi meningkatkan laju
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pertumbuhan penduduk, juga menyebabkan keluarga menjadi rapuh
ketahanannya, keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi
perselingkuhan, terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta
rentan terhadap perceraian. Bila kasus ini terus dibiarkan terjadi,
dikhawatirkan upaya membangun keluarga kecil bahagia sejahtera menjadi
semakin sulit diwujudan. Sementara keluarga yang sejahtera menjadi modal
dasar untuk membangun masyarakat yang sejahtera serta yang maju dan
mandiri. Selain itu juga dilakukan advokasi bagi keluarga-keluarga yang
bermasalah dalam perkawinannya  melalui berbagai program yang
melibatkan semua unsur masyarakat termasuk LSM.

Dalam advokasi ditekankan adanya pemahaman tentang perkawinan,
yang mempunyai makna perkawinan adalah bagian dari perjalanan hidup
yang paling sakral, dengan melakukan perkawinan dan membentuk sebuah
keluarga maka dapat dirasakan bahwa kehidupan ini akan lebih ada
maknanya. Dalam memberdayakan keluarga maka perlu dilakukan berbagai
pendekatan ataupun sinergi dari fungsi-fungsi dinas yang ada di pemerintah
kabupaten. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi dari beberapa aspek
yaitu aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum. Aspek
kesehatan terfucus pada kesehatan ibu dan kesehatan bayi (kesehatan bayi
sangat dipengaruhi oleh usia ibu waktu melahirkan), akibat buruk itu antara
lain dapat berupa hambatan kesehatan waktu hamil dan persalinan ,
kematian ibu, kematian bayi. Kesiapan mental ketika menghadapi
permasalahan yang muncul dari anak-anak mereka ( ketika anak sakit, Ibu
muda biasanya akan mudah gugup dan panik) Upaya untuk memberdayakan
keluarga dibidang kesehatan dilakukan dengan melakukan pelatihan-
pelatihan kepada petugas-petugas Puskesmas yang mana Puskesmas di sini
adalah kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan. Jadi mereka itu dilatih
petugas-petugasnya tentang kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap
perempuan yang mana juga dilakukan di tingkat provihsi. Kemudian setelah
dilatih tersebut petugas-petugas itu melakukan sosialisasi ke Puskesmas-
Puskesmas dan dilanjlitkén ke desa-desa. Untuk mencegah terjadinya KDRT
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maka para pegawai di Pukesmas diberikan pelatihan untuk ikut terjun
langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan
kesehatan terutama ibu rumah tangga.

Selama ini di Dinas Kesehatan itu mencakup dari
Puskesmas. Untuk laporan-laporan Puskesmas masuk ke
Dinas Kesehatan mengenai kekerasan terhadap anak dan
perempuan, yang mana di sini paling banyak yaitu faktor-
faktor ekonomi juga berpengaruh pada bidang kesehatan
begitu pula sebaliknya. Kemudian kita juga apa itu,
melakukan pelatihan-pelatihan kepada petugas-petugas
Puskesmas yang mana Puskesmas di sini adalah
kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan. Jadi mereka itu
dilatih petugas-petugasnya tentang kekerasan terhadap anak
dan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian setelah
dilatih tersebut petugas-petugas itu melakukan sosialisasi
ke desa-desa. Kemudian di sini kita juga melakukan
kerjasama dengan lintas sektor dan lintas yang terkait yang
berhubungan dengan KDRT. Kalo tingkat Puskesmas ini
kan kita punya bidan desa, ya jadi bidan desa ini
melakukan sosialisasi ke PKK-PKK.

Pendekatan aspek ekonomi berorientasi pada pemecahan masalah
ekonomi terutama pada masyarakat miskin karena masalah ekonomi ini
selalu menjadi persoalan dalam kehidupan berkeluarga, banyak
permasalahan yang muncul dari aspek ini diantaranya yaitu : (1) Masalah
pekerjaan dan penghasilan yang kadang tidak mencukupi untuk kebutuhan
sandang, pangan, papan dan juga kesehatan. (2) Kehidupan rumah tangga
yang masih menggantungkan kepada orang tua (3) Dengan kondisi
keluarga yang tidak baik maka perhatian untuk pertumbuhan dan
perkembangan anak juga kurang baik (4) Kehidupan yang selalu tidak
mencukupi membuat keimanan seseorang juga bisa menjadi berkurang,

sehingga mudah sekali muncul pertengkaran bahkan dapat mengarah pada

tindak-tindak kejahatan Usaha pencegahan KDRT yang dilatar belakangi-

faktor ekonomi sesuai FGDdengan BKK Kabupaten Sidoarjo :

“Dengan pemberdayaan ekonomi sehingga kalo
ekonominya mapan berarti bisa dicegah KDRT logikanya
kan bisa. Jadi kalo bergabung dengan dinas Sosial ini
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menjadi file proyek, dalam satu lokasi tertentu ditangani
beberapa bidang ini mungkin sangat bagus. Dan diharapkan
jangan sampai ada dinas itu kerja sendiri-sendiri. Dengan
harapan program ini bisa memutus tali kemiskinan pada
intinya seperti itu. Kareba penelantaran tanpa diberi nafkah
juga  termasuk KDRT . Karena memang kondisi
masyarakat itu, kondisi masyarakat itu memang miskin
situ. Ya memang yang ditangani itu ibu-ibu, anak-anak
utamanya mereka ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan
juga anak-anak usia pendidikan sekolah SD,SMP. Jadi gini
justru kita melihatnya jangan terfokus KDRT kekerasan,
kita melihat ke atas supaya kita bisa melihat aspek yang
lebih luas. Jadi kita melihat tidak langsung di depan mata
tapi yang jauh juga kelihatan semua. Jadi itu, kalo tadikan
sangat relevan bu, kita dengan pemberdayaan ekonomi
sehingga kalo ekonominya mapan berarti bisa dicegah ibu
KDRT logikanya kan bisa. Jadi kalo bergabung dengan
bapak ini satu dinas ini saling apa untuk menjadi file
proyek, dalam satu lokasi tertentu ditangani beberapa
bidang ini mungkin sangat bagus. Saya kira itu, jangan
justru tadi kami harapkan jangan sampai ada dinas itu kerja
sendiri-sendiri”.

Aspek sosial, yang menjadi focus pemberdayaan keluarga dari aspek
sosial adalah terutama pada keluarga muda. Pada keluarga muda mempunyai
kecenderungan belum matang dalam berpikir, dalam pengendalian emosi,
dan dalam bertindak juga dalam perencanaan hidup. Mereka masih
berpegang teguh pada ego masing-masing, yang kadang kala bahkan tidak
peduli akan dampak tindakan yang dilakukannya. Pada kondisi seperti ini
biasanya yang banyak muncul adalah pertengkaran/ perceraian atau tindakan
kekerasan dalam rumah tangga. Akibat ini semua yang paling mengerikan
adalah dampak buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Hal ini tentu juga
terjadi dengan kehidupan sosial yang harus dijalani didalam lingkungan
masyarakat yang ada. Dalam melakukan pemberdayaan dibetuk gugus tugas
yang beranggotakan para sukarelawan dari tingkat kabupaten maupun
sampai tingkat desa.

“Kami di Dinas Sosial dalam rangka upaya-upaya
untuk menanggulangi terhadap KDRT ini kami punya di
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kecamatan itu yang namanya TKSK : Tenaga
Kesejahteraan = Sosial Kecamatan. Ada juga yang
namanya PSM : Pekerja Sosial Masyarakat ini tersebar.
Tersebar di seluruh kabupaten, ya kalau PSM itu
mungkin sampai di desa-desa. Ini yang namanya PSM
adalah pekerja sosial dimana mereka relawan. Tugas dari
relawan juga menangani anak-anak gelandangan anak-
anak pengemis saya suruh data, saya suruh datangi
apa..apa kemauannyaapa yang diharapkan mereka yang
diperlukan apa kalo mereka terbelit utang karena sekolah
anaknya. Kita fasilitasi ke sekolahan untuk dibebaskan.
Ini sudah berjalan dan alhamdullilah kemarin ada yang
utangnya sampai 800.000 bisa kita atasi dengan bantuan
TKSK yang datang ke orang tidak mampu, gelandangan
dan pengemis tadi kita sekolahkan Sekolah dengan surat
keterangan dari Dinas Sosial sudah free dan
alhamdullilah bisa sekolah lagi. Kami sudah melangkah
kemarin misalnya adanya kejadian yang dengan Dinas
Pendidikan yang ljazahnya ditahan yang itu masuk koran
Jawa Pos bahkan masuk di seluruh media elektronik.
Kami datang ke sana permasalahannya apa, ini juga
dalam rangka penanganan tindak pidana kekerasan dalam
keluarga yang sifatnya psikis. Kami dalam rangka ke
sana, akhimya kita nego. Kemarin ada lagi kasus yang
sama seperti kasus yang pertama yang terjadinya dari
sekolah itu menahan [jazahnya karena ketidakmampuan
ekonomi jadi ijazahnya ditahan. Kami fasilitasi dan ya
mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan Dinas
Pendidikan. Kita tahu untuk, untuk anak SD,SMP kan
semestinya dengan dana plus itu sudah bisa dibebaskan
untuk biaya itu. Itu mungkin yang dari kami, kadang-
kadang itu sudah banyak kita lakukan, kalo kemarin kita
sudah, kita coba rencananya ini akan ada sosialisasi lewat
media radio. (Kami sudah dapat) kerjasama dari sana
terus kami dari LA3 sudah mulai menjajaki kerjasama.
dengan BAZ (Badan Amil Zakat) Jatim”.

Dari aspek pendidikan , sasaran dari pendekatan ini adalah para
remaja maupun juga pasangan muda pada masyarakat miskin. pendidikan
diorientasikan terutama berkaitan dengan pemahaman tentang pendidikan
dalam rumah tangga. Karena tidak semua pasangan yang menikah

mempunyai pengetahuan yang cukup dalam mendidik anak. Sehingga

banyak hal-hal yang dilakukan tidak menjadikan contoh yang baik bagi -
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anak-anaknya namun justru sebaliknya, yang membuat anak-anaknya
tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jika
diperhatikan dari semua gambaran tersebut, tentu perlu adanya suatu upaya
agar ada kematangan dari pasangan suami istri dalam mengatasi segala
permasalahan kehidupannya, dan upaya yang paling baik tentunya dengan
melalui pemberdayaan bagi pasangan suami istri yang baru saja menikah
serta melakukan pendidikan dalam keluarga.

Sesuai dengan apa yang diprogramkan dalam Badan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BPMKB), maka usia terbaik bagi
perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 20 fahun keatas dan
usia untuk laki-laki adalah 25 tahun keatas, pada batas usia ini diperkirakan
bahwa secara fisik/biologis, psikis dan sosial ekonomi mereka sudah cukup
matang untuk melakukan perkawinan. Ada berbagai upaya agar ketika
seseorang meninkah dan menjadi pasangan suami istri mempunyai kesiapan
pengetahuan dan mental tentang upaya untuk menghindari terjadinya KDRT
yaitu :

1. Dengan selalu meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan
pendidikan baik formal maupun non formal
2. Memberikan peran dan kesempatan kepada remaja untuk aktif di
segala kegiatan kemasyarakatan
3. Memperluas kesempatan kerja agar para remaja yang sudah tidak
berada di bangku sekolah bisa Ihelakukan aktivitas dan
memperoleh penghasilan
4. Perlunya dilakukan penyuluhan para tokoh masyarakat dan kepada
orang tua tentang dampak negatif pada perkawinan yang dilakukan
pada- anak dengan usia yang terlalu muda, sehingga mereka
mendukung terhadap upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
Ketidak harmohisan rumah tangga, terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) dan menjamurnya perceraian (khususnya pada pasangan
muda) yang terjadi saat ini, salah satu penyebabnya adalah perkawinan

yang dilakukan terlalu muda. Dalam aspek pendidikan juga dilakukan
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pendekatan yang berkaitan pemberdayaan dibidang kesehatan mengingat
masyarakat miskin kurang memperhatikan kesehatannya sehingga perlu
dibantu agar dapat mengakses program-program pendidikan dan kesehatan
yang dilakukan oleh pemérintah.

“Program yang dilakukan lebih kepada ke
implementasinya ya, yaitu sebuah program yang
mendekatkan masyarakat dalam hal ini adalah yang sangat-
sangat miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan
dan kesehatan. Kami itu lebih cenderung bukan menangani
KDRTnya secara langsung karena memang dalam hal ini
yang kami laksanakan itu dalam bentuk bantuan-bantuan.
Dan itu bantuan-bantuan uang, dimana mereka bisa
mengakses rumah tangga sangat miskin ini bisa
mengakses, pelayanan pendidikan dan kesehatan”

Aspek Hukum, dalam aspek hukum ditekankan pada pencegahan
adanya KDRT dengan melakukan sosialisasi tentang UU KDRT melalui
perkumpulan-perkumpulan  seperti PKK  yang ~ lakukan  secara
berkesinambungan oleh petugas yang terkait seperti BKKBN, Dinas Sosial
atau bisa petugas dari kelurahan dan RT/RW. Dari hasil FGD dapat diketahui
bagaimana usaha aparat dari terutama Dinas Sosial yang bekerja sama
dengan beberapa LSM telah mensosialisasikan UU KDRT kepada
masyarakat sebagaimana ringkasan dari hasil FGD sebagai berikut

” Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh
institusi kami yang pertama jelas kita sosialisasi dengan
KIE: Komunikasi Informasi dan Edukasi. Ada 3, 3 sasaran
kita, kita menjadi target sosialisasi. Yang pertama adalah
pemerintah, pemerintah di sini kita melalui, jadi masing-
masing SK didik ada namanya Vokal Point. Vokal Point
atau gender of general city officer di sana adalah biasanya
pejabat excelon 3 atau 4 yang bertugas sebagai agen-agen
kita untuk biasanya mempromosikan gender dan
perlindungan anak di masing-masing SKPD. Dari posisi
pemerintah kemudian, dari sisi pelaku usaha. Kita juga
sering melakukan door to door dari perusahaan satu ke
perusahaan yang lain, juga kemudian bekerjasama dengan
Dinsosnaker. Kita sosialisasi tentang UU KDRT, UU
perguruan sampai UU perlindungan anak. dan LSM yang
senantiasa kita sosialisasikan dan kita alokasikan dalam
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berbagai event. Dan tiap tahun ini rutin, untuk sosialisasi
ini masuk dalam hak didik kepemimpinan gabi organisasi
peduli perempuan dan peduli anak di kabupaten Sidoarjo”

Dari berbagai data dana analisisnya menunjukkan  perlu adanya
program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga,
peningkatan penididikan, peningkatan pengelolaan emosi atau kondisi
sosiopsikologis keluarga, peningkatan pemahaman terhadap budaya yang
saling membangun diantara anggota keluarga serta perlunya sosialisasi
aspek-aspek hukum serta akibat hukum yang dikarenakan adanya tindakan
KDRT. Pemberdayaan dilakukan dengan membuka kesempatan dan akses
seluas-luasnya pada semua unsur/pihak untuk terlibat secara aktif sesuai
dengan perannya masing-masing dalam setiap kesempatan dan situasi untuk
turut memberdayakan keluarga agar dapat secara mandiri mampu mengelola
setiap faktor penyebab terjadinya KDRT sehingg KDRT dapat dicegah pada
tingkat keluarga. Dari berbagai aspek pendekatan tersebut maka
dikemukakan Rancangan Model seperti tergambar dalam skema berikut ini :

Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Pencegahan KDRT

Swasta Peduli
Pemberdayaan
Perempuan &

KP3A
( Komisi

Pemberdayaan

Perempuan &
Perlindungan Anak
Kabupaten Dinas /
N ’ Instansi
Sektoral

Organisasi

Profesi
(ID1, IBI,
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5.4. Implementasi Pemberdayaan Keluarga Dalam Mencegah Terjadinya

KDRT.

Pemberdayaan dari aspek hukum selain melakukan pencegahan
juga melakukan pendampingan bagi korban KDRT agar memperoleh
keadilan. Karena tidak jarang korban KDRT justru mendapatkan perlakuan
yang kurang proposional ketika mengadukan masalahnya ke jalur hukum,
selain itu korban juga mengalami masalah-masalah traomatik baik sosial
maupun psikis pasca terjadinya KDRT. Penanganan korban KDRT di
Sidoarjo terutama bagi perempaun dan anak dilakukan secara sineggi antara
dinas sosial, kepolisian, rumah sakit serta LSM yaitu P3A. Dari kutipan
berikut menunjukkan bahwa advokasi terhadap korban KDRT dilakukan
pasca kejadian sampai dengan pengadilan serta pemulihan yang sifatnya
psikis dan sosial dengan pendanaan juga berasal dari APBD, APBN maupun

lembaga internasional.

“Terus kemudian yang kedua upaya yang telah
kita lakukan terkadang di lembagaan kita kebetulan
untuk P3A itu bernaung di bawah badan pemberdayaan
masyarakat dan keluarga berencana. Itu mempunyai
tugas yaitu pelayanan medis melalui koordinasi dengan
rumah sakit dan Dinas Kesehatan Puskesmas biasanya
juga. Dan kita juga mengadvokasi korban atau yang
sering terjadi KDRT. Advokasi pendampingan sampai
ke pengadilan itu yang kita lakukan.. Di sini sangat
lengkap sebenarnya tentang siapa itu korban dan
memang dana Perda belum dispesifik kepada orang tua
dan anak. Karena selama ini korbannya adalah
perempuan dan anak-anak itu. Terus yang terkait
dengan pemulihan dan pemberdayaan korban KDRT
kita juga mendapatkan dari UNDP yang memang kita
khususkan bagaimana pemulihan secara psikososial
maupun psikomental bagi korban KDRT tersebut
sehingga mereka bisa diterima di lingkungan
masyarakat.” '

Dalam memberdayakan keluarga di Sidoarjo mempunyai tantangan
dan hambatan sebagai berikut: (1) Norma atau nilai dan sistem kepecayaan

yang menjadikan permepuan dan anak rentan terhadap ketidakadilan dan
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pelanggaran HAM. (2) Kebijakan yang masih diskriminatif dan patriakhi ,
sehingga pemberdyaan keluarga masih belum menjadi  prioritas
pembangunan (3) Belum terpadunya pembangunan yang lintas sektoral
sehingga pémecahan masalah juga bersifat parsial dan tidak menyelesaikan
akar permasalahan. (4) Globalisasi justru menambah rentannya keluarga
terutama perempuan dan anak menjadi korban dari tindak kriminal.

Untuk itulah maka pemerintah Sidoarjo mengambil langkah-langkah
strategis melaui : (1) Memberdayakan keluarga dalam penyadaran dan
pembelajaran sejak dini mengenai hak-hak perempuan dan anak agar mereka
mampu bersaing tanpa harus dibeda-bedakan.(2) Membangun sinergisitas
dengan legislatif agar setiap penyusunan peraturan daerah memperhatikan
muatan kepentingan kesejahteraan keluarga.(3) Memberdayakan potensi
budaya lokal agar terjalin keharmonisan keluarga (4) Memperkuat
koordinasi, sinkronisasi antara seluruh SKPD dan pihak terkait dalam upaya
penanggulangan KDRT (5) Membangun jejaring kerjasama semua pihak
baik pemerintah, masyarakat, swasta untuk berperan aktif mewujudkan
keluarga harmonis, seperti yang dikemukakan oleh salah satu sumber
informasi di P3A

“Kita sering diundang dan kita sering atau
beberapakali mengadakan acara serangkaian roadshow
itu kerjasama dengan PKK, kemudian mengadakan di
Pendopo atau kecamatan PT3A jadinya kecamatan ya
itu jadi kami melakukan it uterus ketika ada hari-hari
perempuan kita eksis dijalan. Paling tidak kita ikut
peduli dengan persoalan perempuan mengingatkan pada
masyarakat bahwa hak-hak perempuan itu harus
dihargai dilindungi itu, yang memang bagian dari yang
tidak bisa dipisahkan. Masyarakat di Sidoarjo termasuk
tapal kuda agama yang masih dominan jadi paling tidak
kadang-kadang perempuan sudah mulai sadar tetapi kita
tetap berada ditempat yang agamis itukan mengatakan
tunduk patuh pada suami untuk ke dapur atau sumur itu
kadang-kadang masih melekat pada perempuan. Kita
mencoba untuk meminimalisir masyarakat tertentu

mulai bisa menerima tetapi dikalangan yanglain itu
ternyata masih bertahan”
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Untuk meningkatkan efektifitas dan edisiensi maka dalam implementasi
program pemberdyaaan keluarga dilakukan secara sinergi dari berbagai unsur
pendukung dari berbagai kalangan profesi yang bekerja di dinas-dinas di
Kabupaten Sidoarjo. Dalam implementasi pencegahan KDRT P3A menjadi ujung
tombak dari upaya preventif maupun kuratif yang merupakan suatu jaringan
kerja atau networking sehingga masalah-masalah KDRT di Sidoarjo dapat
ditangani secara efektif dan efisien. Operasional program di jaringan P3A
merupakan bagian penting dalam jaringan laba-laba Sidoarjo yang beranggotakan
para relawan dari LSM atau dari komponen masyarakat peduli perempuan dan
anak. Kegiatan ini dilakukan oleh relawan / jaringan P3A Sidoarjo bersama-sama
dinas / instansi terkait, peer educator maupun masyarakat peduli perempuan dan

anak yang mempunyai kemampuan untuk promosi, advokasi dan konseling.

Kegiatan promosi, advokasi dan konseling ini dimaksud untuk mendapatkan

dukungan dan peningkatan pengetahuan dari kelompok perempuan dan anak serta
kelompok keluarga peduli perempuan dan anak, sehingga mampu mendorong

untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan.

“ Hampir 70% Kasus KDRT diproses hukum dan divonis &
putusan sudah dihukum berarti sisanya itu ada yang dicabut, Proses
hukum tidaklah harus mka saya bilang tidak semuanya proses hukum itu
masuk di P3A termasuk yaitu tadi hanya cukup konselor aja sudah
selesai. Ketika itu ada korban yang tidak langsung banyak dari beberapa
korban yang kita tangani. Ada periodenya.. karena kebetulan waktu itu
divisi kajian dan Pelatihan saya melihat ternyata factor ekonomi lebih
dominan intinya perempuan harus dibrdayakan maka waktu itu ada
kesempatan bersinergi dengan dinas social tenaga kerja propinsi
memberikan dana bantuan berupa modal kerja pada klien penanaganan
pasca shelter jadi mereka kami undang. Jelas mereka ditangani Shelter
artinya proses hukum d ilanjut kemudian sebelum proses hukum. Nah
ketika itu sudah selesai mereka kita undang lagi kita training oleh Dinas
Sosial Propinsi. Kemudian ditanya kamu usaha dibidang apa jadi tidak
memaksa, ada yang menjual gorengan, usaha ternak ada yg jahit dari situ
kita harapkan ada kemandirian dan berdaya tidak bergantung suami jelas

waktu itu suami sudah masuk penjara. Karena menang KDRT yang
dialami pelaku sudah divonis”

49

LAPORAN PENELITIAN Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga

arwirini



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pelayanan jaring berikutnya focus pada kelompok masyarakat / keluarga
peduli perempuan dan anak, bersama dengan relawan terlatih melakukan berbagai
kegiatan promosi, advokasi dankonsultasi berbagai permasalahan perempuan dan
anak di daerah setempat. Jika permasalahan belum dapat diselesaikan di jaringan

ini dapat dirujuk ke P3A Sidoarjo , skema teknis implementasi sebagaimana

tergambar dalam skema berikut:

SKEMA IMPLEMENTASI PENCEGAHAN KDRT

KELOMPO KELUARG
K A
Masyarakat / Yang pumva

Lediaron anoontn

Legislatif,

= . _’ . ¢
Yudikatif, PEREMPUAN
. o <—_—_—— : N . .
Fleokntif Informasi / & ANAK

bu.ku, dll Kesadaran.
- KIP/

Ket. : —> K — Konsu " » Prom

P3A menangani masalah KDRT dari A sampai dengan Z, dengan
jaringannya yang sampai ke pelosok desa; seperti dikemukakan oleh salah satu
tokoh dari P3A ” Kita menangani perempuan korban itu mulai A sampai Z itu
dengan gratis.karena kita tidak sendirian melakukan tetapi kita bersinergi dengan
instansi lain” hingga ke tingkat RT di desa. Sedangkan tugas dari P3A aélalah
sebagai berikut: (1) Memberikan pelayanan upaya perlindngén perempuan dan

anak korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi
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perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui ruang pelyananan khusus
(shelter) dikantor P3A. (2) Melaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dan
anak serta produk-produk hukum tentang perlindungan hak azasi manusia di
Kabupaten Sidoarjo pada semua sector kehidupan bersama pihak kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan legislative serta dengan rumah sakit, organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pengacara. (3) Melakukan
pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. )]
Melakukan pemantauan dan trauma consellling bagi perempuan dan anak korban
tindak kekerasan. (5) Membantu menyiapkan komandiran social ekonomi korban
perempuan dan anak bersama dinas / instansi terkait. (6) Melaporkan hasil
pelaksanaan tugas ke bupati melalui Komisi Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak (KP3A) setiap akhir tahun program kerja. Dengan ada P3A
maka penanganan DKRT bisa lebih cepat dan tepat seperti dituturkan salah satu
aktifis di P3A seperti berikut:

RT/RW maksudnya jadi gini laporan awal
KDRT it dari RT/RW Kkarena terkait ada
perlindungan saksi kami jelaskan kepada aparat atau
penguasa lingkungan paling bawah, paling kecil kalau
memang ada karena pengurus P3A ini sampai tingkat
lurah. Ada. Koordinatornya camat jadi kalau ada
kekerasan, meskipun tidak ada unsur atasan atau
bawahan tetapi kita itu nework. Jaringan kecamatan,
ada diseluruh 18 kecamatan . ditingkat pimpinan
Kabupaten ada disini yang anggotanya pak lurah, bu
lurah, muspida setempat, jadi kalau ada kekerasan
yang dialami korban laki-laki atau perempuan paling
tidak lapor ke RT/RW. Kalau memang mereka tidak
berani datang kesini lapor ke mereka, kalau mereka
tidak mau antar, kita yang jemput. Jadi sangat penting
dalam penyelesaian kasus termasuk Polsek, termasuk
Polsek Sidoarjo yang langganan kasus yaitu
Sokodono, Waru. Kadang-kadang telpon kalau ada
kasus kita disuruh kesana.

Pemberdyaan masyarakat dalam mencegah terjadinya KDRT di ibarat jaring laba-
laba yang merupakan networking dari semua arah dan semua aspek dengan

menggunakan pendekatan jaringan dari tingkat Kabupaten samapi dengan tingkat
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TR/RT serta seluruh komponen masyarakat serta dinas-dinas terkait langsung
mensport untuk mendukung suksésnya program pencegahan KDRT. Di
masyarakat terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang lansung terlibat dalam
pemberdayaan keluarga melalui berbagai program yang didukung oleh pemerintah
kabupaten, program tersebut berupa pemberdayaan ekonomi, kesehatan,
pendidikan maupun sosial budaya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi
masyarakat cukup tinggi. Sedangkan di dinas-dinas terkait disiapkan pelaksana
teknis yang dapat langsung berkoordinasi maupun melaksanakan tugasnya sesuai
dengan bidangnya untuk membedayakan masyarakat agar KDRT dapat dicegah

maupun segera ditangani apabila ada kasus KDRT.
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SIMPULAN DAN SARAN

|
|
BAB VI
6.1. Simpulan

| 6.1.1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak KDRT Dalam
Keluarga

) Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah : a).
Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ; b).

‘ Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami,
isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua,
menantu, ipar, dan besan ; dan c). Orang yang bekerja membantu di
rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut,
seperti pembantu rumah tangga. Sedangkan yang termasuk lingkup
KDRT adalah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang no : 23
tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga °
pasal 5 dibagai dalam menjadi empat kategori yaitu : (a).
Kekerasan fisik; (b). Kekerasan psikis; (c). Kekerasan seksual; (d).
Penelantaran rumah tangga.

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan berbagai faktor
yang melatar belakangi terjadinya KDRT. di antaranya faktor
ekonomi, kurangnya pemahaman UU Tentang KDRT, faktor sosial,
dan faktor budaya. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan

terkait secara kompleks se}iingga menegakibatkan keluarga rentan
terhadap terjadinya KDRT. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga
dapat menjadi sebagai faktor yang dominan karena rendahnya tingkat
ekonomi menjadikan pula rendahnya pengetahuan tentang KDRT
karena rendhanya ekonomi kurang memberikan kesempatan keluarga
untuk memperoleh pendidikan yang memadai baik pendidikan formal

maupun non formal. Pengetahuan yang kurang berkibat pula pada
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masalah-masalah sosial lainnya seperti tidak efektifnya komunikasi
dalam keluarga. Rendahnya ekonomi juga berakibat pula pada
kondisi psikologi keluarga yang tidak stabil sehingga mudah
terjadinya dorongan-dorongan emosi yang bisa mengakibatkan
terjadinya KDRT. Sedangkan faktor budaya menjadikan hubungan
keluarga kurang egaliter atau sepadan sehingga menempatkan

perempuan dan anak pada kondisi yang rentan sebagai korban KDRT.

6.1.2. Upaya Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya
KDRT
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Sidaorjo untuk memberdayakan keluarga agar dapat secara mandiri
mampu mencegah terjadinya KDRT. Dalam bidang hukum
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menghasilkan beberapa perda
yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada‘ |
masyarakat agar tidak menjadi korban Kekerasan baik kekerasan
dalam rumah tangga maupun jenis kekerasan lainnya. Berbagai
produk hukum dan kebijakan PemKab Sidoarjo tersebut yaitu: Perda
Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan; Instruksi Bupati
Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Data dan Informasi Terpilah;
Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pengarusutamaan Anak Dalam Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo;
54
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Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi
Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak Tahun 2006-2011.

Dalam  memberdayakan  keluarga  selain  melalui
pembangunan di bidang hokum juga melalui berbagai programnya
yang yang secara sinergis dilakukan melalui SKPD-SKPD yang
terkait dengan melibatkan semua unsur masyarakat dan pejabat dari
tingkat Kabupaten sampai tingka RW /RT. Untuk melaksanakan
program tersebut didukung oleh APBD, APBN maupun lembaga
internasional seperti UNDP.

Agar program-program tersebut efektif maka dilakukan
berbagai pendekatan yaitu pendekatan ekonomi, hukum, sosial,
budaya, pendidikan dan kesehatan serta agama. Dengan pendekatan-
pedekatan tersebut maka progaram dapat disinergikan dan dipadukan
dalam titik-titik kritis yang mengakibatkan rentannya keluarga .
terhadap KDRT. Titik-titik kritis tersebut antara lain pada ekonomi
dengan melakukan pembinaan perempuan untuk dapat memberikan
ketrampilan agar dapat menambah pengasilan keluarga. Pada
kesehatan keluarga melalui pukesmas-pukesmas yang selain
menjamin kesehatan pada masyarakat miskin juga diberikan
pemberdayaan berkaitan dengan pencegahan KDRT. Pada masalah
hukum dengan memberikan sosialisasi pada remaja maupun keluarga
muda tentang KDRT serta perda yang terkait, selain itu juga
memberikan bantuan hukum maupun advokasi bagi korban KDTR.
Pada masalah budaya dengan melibatkan para tokoh agama untuk
memberikan (menyisipkan) materi — materi yang berkaitan dengan
KDRT dalam setiap kesempatan pengajian. Titik kritis pada
pendidikan yaitu mefasilitasi anak-anak yang putus sekolah untuk
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mendapatkan kesempatan agar memperoleh pendidikan formal sesuai
program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun

tingkat provinsi .

6.1.3. Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya
Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo
merupakan langkah-langkah yang tepat dalam upayanya mencegah
terjadinya tindak kekerasan termasuk di dalmnﬁya adalah KDRT. Model
Pemberdayaaan pencegahan KDRT dengan membentuk KP3A Komisi
‘Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo
sebagai Tim Koordinasi Kabupaten dengan  dengan komposisi
keangotaaan sebagai berikut : LSM/LSOM / Institusi Masyarakat, Swasta
Peduli Pemberdayaan Perempuan & Anak, Dinas / Instansi Sektoral, P3A,
Organisasi Profesi IDI, IBI, ISPI. Dengan adanya komisi ini diharapkan
setiap permasalahan-permasalah KDRT dapat dipecahkan secara Tim,
listas sektoral, partisipatif komprehensip dan holistic. Dengan
dibentuknya komisi diharapkan dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan
KDRT dapat tataran Stategis, taktis maupun teknis.

Untuk mengimplementasikan model tersebut maka pemerintah
Sidoarjo  mengambil langkah;langkah strategis melaui : (1)
Memberdayakan keluarga dalam penyadaran dan pembelajaran sejak dini
mengenai hak-hak perempuan dan anak agar mereka mampu bersaing
tanpa harus dibeda-bedakan.(2) Membangun sinergisitas dengan legislatif
agar setiap penyusunan peraturan daerah memperhatikan muatan
kepentingan kesejahteraan keluarga.(3) Memberdayakan potensi budaya
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lokal agar terjalin keharmonisan keluarga (4) Memperkuat koordinasi,
sinkronisasi  antara seluruh SKPD dan pihak terkait dalam upaya
penanggulangan KDRT (5) Membangun jejaring kerjasama semua pihak
baik pemerintah, masyarakat, swasta untuk berperan aktif mewujudkan

keluarga harmonis

6.2. Saran

1. Mengingat masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang
KDRT, walaupun Undang-Undang no : 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah cukup lama
diundangkan namun tetap masih perlu terus untuk dilakukan
sosialisasi ke masyarakat terutama kepada masyarakat kelas bawah
yang secara sosial ekonomi, serta dikalangan perempuan dan anak
yang rantan terhadap tindak pidana KDRT. .

2. Perlu adanya skala prioritas dalam memberdayakan masyarakat untuk
mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan terutama KDRT.
Skala prioritas tersebut adalah program yang berkaitan dengan faktor-
faktor yang menjadi pemicu tingginya angka tindak pidana KDRT.
Dalam melaksanakan program tersebut perlu adanya berbagai
pendekatan baik hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan,
budaya, maupun agama

3. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat
dipakai sebagai pilot Projet bagi kabupatén/pemerintah kota lainnya di
Indonesia; sehingga dapat diharapkan secara simultan dan konstruktif

tindak KDRT semakin lama akan semakin menurun.
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B. DRAF ARTIKEL ILMIAH

IM[LEMENTASI MODEL PENCEGAHAN
TERJADINYA TINDAK KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Dr. Sarwirini, SH.MS
Lanny Ramli , SH, M.Hum
Drs. Anton Sudarmanto, MS

Drs. Heru Irianto, MS.i

Abstrak

The model presented in this study is the need of the programs related to family
economic improvement, improvement penididikan, Social and Cultural Rights. To
implement the model is the government's Sidoarjo take strategic measures through:
(1) Empowering families in early learning and awareness about the rights of women
and children so that they can compete without having to be differentiated. (2)
Building a synergy with the legislature to each charge of drafting local regulations
consider the interests of family welfare. (3) Empower local cultural potential in order
to knit the family harmony (4) Strengthening the coordination, synchronization
between all SKPD and stakeholders in the response to domestic violence (5) Building
a network of cooperation of all parties including government. community private, to
actively realize the harmonious family. In this study suggested, still need to continue
to do socialization into the community, especially to lower-class communities that are
socio-economic, as well as among women and children who are vulnerable to
criminal acts of domestic violence. It needs a program priorities relating to the factors
that trigger high rates of follow-terutma program family or women's economic
empowerment. The model in this study can be used as a pilot projet for districts /
municipalities in Indonesia; so it can be expected to simultaneously and constructive
acts of domestic violence will decrease the longer

Key Word: Gender, Model
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A. Latar Belakang
Ada lima  bentuk-bentuk diskriminasi gender (http:/situs.kesrepro.info)

(1)Marginalisasi (peminggiran). Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi.
Misalnya banyak Keluarga hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus,
baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. (2)
Subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa Keluarga lemah, tidak mampu
memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan Keluarga jadi nomor dua
setelah laki-laki (3)  Stereotip (citra buruk) yaitu pandangan buruk terhadap
perempuan. Misalnya perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur, jalang dan
berbagai sebutan buruk lainnya. (4) Violence (kekerasan), yaitu serangan fisik dan
psikis. Perempuan, pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait
dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip diatas. Perkosaan, pelecehan
seksual atau perampokan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan. (5)
Beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan
terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil,
melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping itu, kadang ia juga ikut
mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas
dan tanggung jawab diatas.

Hal-hal inilah yang dapat memasung kebebasan kaum perempuan, baik
kebebasan berkehendak, berpikir dan berbuat yang semesﬁnya menjadi hak asasi
setiap insan. Perempuan terkekang.dan tunduk di bawah kekuasaan kaum lelaki.
Kondisi inilah yang menyentuh hati Qasim dan mendorongnya untuk berjuang demi
melakukan pembaruan sosial ke arah yang lebih “memanusiakan” manusia. Qasim
sadar bahwa fenomena seperti ini merupakan salah satu sebab utama keterbelakangan

" dan kejumudan masyarakat Islam di Arab.( Anisia Kumala Masyhadi, 2002)

Sedangkan  kekerasan = perempuan dapat terjadi  dalam  bentuk:
(http://situs.kesrepro.info/gendervaw/referensi2.htm) (a) Tindak kekerasan ﬁsik
(b) Tindak kekerasan non-fisik (c) Tindak kekerasan psikologis atau jiwa Adalah
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kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pad a umumnya, pelaku
kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau
anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan

fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

B. Rumusan Masalah
Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang masalah dan sebagai tindak
lanjut dari penelitian sebelumnya maka perumusan masalah menjadi sangat penting
sebagai kajian lebih lanjut. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana
implementasi pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)?
C. Metode Penelitian
Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian normatif dan kemudian
dilanjutkan dengan penelitian empirik dengan demikian diharapkan akan dapat
memberikan makna yang lebih faktual sesuai perkembangan masyarakat. Penelitian
dilakukan di Sidoarjo. Sidoarjo dipilih sebagai lokasi Penelitian karena Sidoarjo
merupakan kota kabupaten yang sedang berkembang sebagai daerah penyangga
pemekaran kota dari Surabaya bagian selatan. Dengan melakukan studi kasus
Sidoarjo maka diharapkan akan dapat memperloh informasi sesuai dengan
karakteritik masyarakat yang sedang mengalami banyak perubahan. Dalam penelitian
ini data selain bersumber pada aturan perundang-undangan yang ada juga dilakukan
penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif dan sosiologis.
VD. Hasil Dan Pembahasan
Pemberdayaan dari aspek hukum selain melakukan pencegahan juga
melakukan pendampingan bagi korban KDRT agar memperoleh keadilan. Karena
tidak jarang korban KDRT justru mendapatkan perlakuan yang kurang proposional
ketika menga‘dukén masalahnya ke jalur hukum, selain itu korban juga mengalami
masalah-masalah traomatik baik sosial maupun psikis pasca terjadinya KDRT.

Penanganan korban KDRT di Sidoarjo terutama bagi perempaun dan anak dilakukan
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secara sineggi antara dinas sosial, kepolisian, rumah sakit serta LSM yaitu P3A. Dari
kutipan berikut menunjukkan bahwa advokasi terhadap korban KDRT dilakukan
pasca kejadian sampai dengan pengadilan serta pemulihan yang sifatnya psikis dan
sosial dengan pendanaan juga berasal dari APBD, APBN maupun lembaga

internasional.

“Terus kemudian yang kedua upaya yang telah kita
lakukan terkadang di lembagaan kita kebetulan untuk P3A itu
bernaung di bawah badan pemberdayaan masyarakat dan
keluarga berencana. Itu mempunyai tugas yaitu pelayanan
medis melalui koordinasi dengan rumah sakit dan Dinas
Kesehatan Puskesmas biasanya juga. Dan kita juga
mengadvokasi korban atau yang sering terjadi KDRT.
Advokasi pendampingan sampai ke pengadilan itu yang kita
lakukan.. Di sini sangat lengkap sebenarnya tentang siapa itu
korban dan memang dana Perda belum dispesifik kepada
orang tua dan anak. Karena selama ini korbannya adalah
perempuan dan anak-anak itu. Terus yang terkait dengan
pemulihan dan pemberdayaan korban KDRT kita juga
mendapatkan dari UNDP yang memang kita khususkan
bagaimana pemulihan secara psikososial maupun psikomental
bagi korban KDRT tersebut sehingga mereka bisa diterima di
lingkungan masyarakat.”

Dalam niemberdayakan keluarga di Sidoarjo mempunyai tantangan dan
hambatan sebagai berikut: (1) Norma atau nilai dan sistem kepecayaan yang
menjadikan permepuan dan anak rentan terhadap ketidakadilan dan pelanggaran
HAM. (2) Kebijakan yang masih diskriminatif dan patriakhi , sehingga
pemberdyaan keluarga masih belum menjadi prioritas pembangunan (3) Belum
terpadunya pembangunan yang lintas sektoral sehingga pemecahan masalah juga
bersifat parsial dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. (4) Globalisasi justru
menambah rentannya kelua;ga terutama perempuan dan anak menjadi korban dari

tindak kriminal.
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Untuk itulah maka pemerintah Sidoarjo mengambil langkah-langkah
strategis melaui : (1) Memberdayakan keluarga dalam penyadaran dan
pembelajaran sejak dini mengenai hak-hak perempuan dan anak agar mereka
mampu bersaing tanpa harus dibeda-bedakan.(2) Membangun sinergisitas dengan
legislatif agar setiap penyusunan peraturan daerah memperhatikan muatan
kepentingan kesejahteraan keluarga.(3) Memberdayakan potensi budaya lokal agar
terjalin keharmonisan keluarga (4) Memperkuat koordinasi, sinkronisasi antara
selJuruh SKPD dan pihak terkait dalam upaya penanggulangan KDRT (5)
Membangun jejaring kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta
untuk berperan aktif mewujudkan keluarga harmonis, seperti yang dikemukakan

oleh salah satu sumber informasi di P3A

“Kita sering diundang dan kita sering atau
beberapakali mengadakan acara serangkaian roadshow itu
kerjasama dengan PKK, kemudian mengadakan di Pendopo
atau kecamatan PT3A jadinya kecamatan ya itu jadi kami
melakukan it uterus ketika ada hari-hari perempuan kita eksis
dijalan. Paling tidak kita ikut peduli dengan persoalan
perempuan mengingatkan pada masyarakat bahwa hak-hak
perempuan itu harus dihargai dilindungi itu, yang memang
bagian dari yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat di Sidoarjo
termasuk tapal kuda agama yang masih dominan jadi paling
tidak kadang-kadang perempuan sudah mulai sadar tetapi kita
tetap berada ditempat yang agamis itukan mengatakan tunduk
patuh pada suami untuk ke dapur atau sumur itu kadang-
kadang masih melekat pada perempuan. Maka kita mencoba
untuk memberantas katakana untuk meminimalisir masyarakat
tertentu mulai bisa menerima tetapi dikalangan yang lain itu
ternyata masih bertahan”

Untuk meningkatkan efektifitas dan edisiensi maka dalam implementasi

program pemberdyaaan keluarga dilakukan secara sinergi dari berbagai unsur
pendukung dari berbagai kalangan profesi yang bekerja di dinas-dinas di
Kabupaten Sidoarjo. Dalam implementasi pencegahan KDRT P3A menjadi ujung
tombak dari upaya preventif maupun kuratif yang merupakan suatu jaringan kerja

atau networking sehingga masalah-masalah KDRT di Sidoarjo dapat ditangani
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secara efektif dan efisien. Operasional program di jaringan P3A merupakan bagian
penting dalam jaringan laba-laba Sidoarjo yang beranggotakan para relawan dari
LSM atau dari komponen masyarakat peduli perempuan dan anak. Kegiatan ini
dilakukan oleh relawan / jaringan P3A Sidoarjo bersama-sama dinas / instansi
terkait, peer educator maupun masyarakat peduli perempuan dan anak yang
mempunyai kemampuan untuk promosi, advokasi dan konseling. Kegiatan promosi,
advokasi dan konseling ini dimaksud untuk mendapatkan dukungan dan
peningkatan pengetahuan dari kelompok perempuan dan anak serta kelompok
keluarga peduli perempuan dan anak, sehingga mampu mendorong untuk

memanfaatkan fasilitas pelayanan.

“ Hampir 70% Kasus KDRT diproses hukum dan divonis & putusan
sudah dihukum berarti sisanya itu ada yang dicabut, Proses hukum tidaklah
harus mka saya bilang tidak semuanya proses hukum itu masuk di P3A
termasuk yaitu tadi hanya cukup konselor aja sudah selesai. Ketika itu ada
korban yang tidak langsung banyak dari beberapa korban yang kita tangani.
Ada periodenya.. karena kebetulan waktu itu divisi kajian dan Pelatihan saya
melihat ternyata factor ekonomi lebih dominan intinya perempuan harus
dibrdayakan maka waktu itu ada kesempatan bersinergi dengan dinas social
tenaga kerja propinsi memberikan dana bantuan berupa modal kerja pada
klien penanaganan pasca shelter jadi mereka kami undang. Jelas mereka
ditangani Shelter artinya proses hukum dilanjut kemudian sebelum proses
hukum. Nah ketika itu sudah selesai mereka kita undang lagi kita training
oleh Dinas Sosial Propinsi. Kemudian ditanya kamu usaha dibidang apa jadi
tidak memaksa, ada yang menjual gorengan, usaha ternak ada yg jahit dari
situ kita harapkan ada kemandirian dan berdaya tidak bergantung suami jelas
waktu itu suami sudah masuk penjara. Karena menang KDRT yang dialami
pelaku sudah divonis”

Pelayanan jaring berikutnya focus pada kelompok masyarakat / keluarga
peduli perempuan dan anak, bersama dengan relawan terlatih melakukan berbagai
kegiatan promosi, advokasi dankonsultasi berbagai permasalahan perempuan dan
anak di daerah setempat. Jika permasalahan belum dapat diselesaikan di jaringan ini

dapat dirujuk ke P3A Sidoarjo , skema teknis implementasi sebagaimana tergambar

dalam skema berikut:
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SKEMA PENCEGAHAN KDRT

KELOMPO KELUARG
K A
Masyarakat / Yang punya

ketuarea

Legislatif,
} paikatit g . PEREMPUA
Eksehutif, P E— Informas1 / & ANAR

; buku, dil l\t‘i'flldiran.
- Konseling -

PETUGAS 'EER
GROUP

Dinas /
Instanst Perempuan
PR, PR

KETER —» K — Konsu = » Prom

ANT/ A

P3A menangani masalah KDRT dari A sampai dengan Z, dengan
jaringannya yang sampai ke pelosok desa; seperti dikemukakan oleh salah satu
tokoh dari P3A ” Kita menangani perempuan korban itu mulai A sampai Z itu
dengan gratis.karena kita tidak sendirian melakukan tetapi kita bersinergi dengan
instansi lain” hingga ke tingkat RT di desa. Sedangkan tugas dari P3A adalah
sebagai berikut: (1) Memberikan pelayanan upaya perlindngan perempuan dan anak
korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi
perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui ruang pelyahanan khusus
(shelter) dikantor P3A. (2) Melaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dan

anak serta produk-produk hukum tentang perlindungan hak azasi manusia di
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Kabubaten Sidoarjo pada semua sector keﬁidupan bersama pihak kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan legislative serta dengan rumah sakit, organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pengacara. (3) Melakukan
pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. (4)
Melakukan pemantauan dan trauma consellling bagi perempuan dan anak korban
tindak kekerasan. (5) Membantu menyiapkan komandiran social ekonomi korban
perempuan dan anak bersama dinas / instansi terkait. (6) Melaporkan hasil
pelaksanaan tugas ke bupati melalui Komisi Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak (KP3A) setiap akhir tahun program kerja. Dengan ada P3A
maka penanganan DKRT bisa lebih cepat dan tepat seperti dituturkan salah satu
aktifis di P3A seperti berikut:

RT/RW maksudnya jadi gini laporan awal KDRT itu
dari RT/RW karena terkait ada perlindungan saksi kami
jelaskan kepada aparat atau penguasa lingkungan paling
bawah, paling kecil kalau memang ada karena pengurus P3A
ini sampai tingkat lurah. Ada. Koordinatornya camat jadi
kalau ada kekerasan, meskipun tidak ada unsur atasan atau
bawahan tetapi kita itu nework. Jaringan kecamatan, ada
diseluruh 18 kecamatan ditingkat pimpinan Kabupaten ada
disini yang anggotanya pak lurah, bu lurah, muspida
setempat, jadi kalau ada kekerasan yang dialami korban laki-
laki atau perempuan paling tidak lapor ke RT/RW. Kalau
memang mereka tidak berani datang kesini lapor ke mereka,
kalau mereka tidak mau antar, kita yang jemput. Jadi sangat
penting dalam penyelesaian kasus termasuk Polsek, termasuk
Polsek Sidoarjo yang langganan kasus yaitu Sokodono, Waru.
Kadang-kadang telpon kalau ada kasus kita disuruh kesana.

Pemberdyaan masyarakat dalam mencegah terjadinya KDRT di ibarat
jaring laba-laba yang merupakan networking dari semua arah dan semua aspek
dengan menggunakan pendekatan jaringan dari tingkat Kabupaten samapi dengan
tingkat TR/RT serta seluruh komponen masyarakat serta dinas-dinas terkait
langsung mensport uﬁtuk mendukung suksesnya program pencegahan_ KDRT. Di

masyarakat terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang lansung terlibat dalam
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pemberdayaan keluarga melalui berbagai program yang didukung oleh pemerintah
kabupaten, program tersebut berupa pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan
maupun sosial budaya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat
cukup tinggi. Sedangkan di dinas-dinas terkait disiapkan pelaksana teknis yang
dapat langsung berkoordinasi maupun melaksanakan tugasnya sesuai dengan
bidangnya untuk membedayakan masyarakat agar KDRT dapat dicegah maupun
segera ditangani apabila ada kasus KDRT.

E. Simpulan
Untuk mengimplementasikan model tersebut maka pemerintah Sidoarjo

mengambil langkah-langkah strategis melaui : (1) Memberdayakan keluarga dalam
penyadaran dan pembelajaran sejak dini mengenai hak-hak perempuan dan anak agar
mereka mampu bersaing tanpa harus dibeda-bedakan.(2) Membangun sinergisitas
dengan legislatif agar setiap penyusunan peraturan daerah memperhatikan muatan
kepentingan kesejahteraan keluarga.(3) Memberdayakan potensi budaya lokal agar
terjalin keharmonisan keluarga (4) Memperkuat koordinas, sinkronisasi antara
seluruh SKPD dan pihak terkait dalam upaya pénanggulangan KDRT (5)
Membangun jejaring kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta

untuk berperan aktif mewujudkan keluarga harmonis

F. Saran
' Perlu adanya skala prioritas dalam memberdayakan masyarakat untuk mengurangi

terjadinya tindak pidana kekerasan terutama KDRT. Skala prioritas tersebut adalah
program yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi pemicu tingginya angka
tindak pidana KDRT. Dalam melaksanakan program tersebut perlu adanya berbagai
pendekatan baik hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, maupun
agama Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dipakai
sebagai pilot Projet bagi kabupaten/pemerintah kota lainnya di Indonesia; sehingga
dapat diharapkan secara simultan dan konstruktif tindak KDRT semakin lama akan

semakin menurun.
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ini kami hadapkan :

Nama : Dr. Hj. SARWIRINI,SH,MS

NIM/NIP : 19600929 1985022001

Alamat : Juwono 23 Surabaya

Judul : Rancangan model pemberdayaan keluarga untuk mencegah terjadinya tindak

Kekerasan Dalam RumahTangga ( KDRT ) di Jawa Timur1
Lama survey : 6 (enam) bulan TMT surat ini dikeluarkan
Pengikut . 3orang

Untuk melakukan penelitian di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan tugas, dengan

syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

20. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan/peraturan yang berlaku dimana dilakukannya
penelitian/survey/magang./PKL

21, Dilarang menggunakan questionnaire diluar design yang telah ditentukan.

22. Siswa yang melaksanakan penelitian dilarang sebagai petugas penjaga telepon

23. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di
Sekolah/Perguruan Tinggi.

24. Yang bersangkutan sesudah melakukan penelitian harap melaporkan pelaksanaan dan |
hasilnya ke Bakesbangpol Dan Linmas Kab. Sidoarjo. '

25. Surat Keterangan ini akan dicabutidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak
memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium., o
A.n KEPALA BAKESBANGPOL DAN LINMAS

" KABUPATEN SIDOARJO
.. — - Sekretaris

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas e
Airlangga - Surabaya "+-=--Dra. Ec. TRIASIH, MM
2. Sdr. Yang bersangkutan Pembina Tk. |
Nip.19550810 198003 2 003
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